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ABSTRAK

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan
Hukum bagi anak sejak lahir menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian.
Permasalahan hukum dan sosial muncul saat menentukan nasab anak yang lahir
dalam perkawinan fasid kepada ayah biologisnya. Seperti yang terjadi dalam
kasus-kasus pekara putusan penetapan asal usul anak, di mana pemohon meminta
perbaikan akta kelahiran anak, dalam akta kelahiran anak tersebut hanya
tercantum nama ibunya. Selain itu timbulnya hubungan hukum antara ayah dan
anak tersebut seperti nafkah, waris dan perwalian. Hal ini disebabkan anak
tersebut lahir sebelum Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pertimbangan
majelis hakim dalam menetapkan perkara nasab anak kepada ayah biologisnya
terhadap perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili dan Untuk megetahui apa
yang menjadi maslahat dari penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya dalam
perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malil.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (kualitatif)
dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi
sehingga teknik analisa datanya menggunakan metode yuridis normatif. Hasil
penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara
asal-usul nasab anak kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid di Pengadilan
Agama Malili melibatkan tiga aspek utama. Aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek
sosiologis. Dan maslahat dari penetapan nasab anak kepada ayah biologis di
Pengadilan Agama Malili yaitu: melindungi hak-hak anak, menjaga kejelasan
garis keturunan, dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Melalui penetapan
nasab yang sah, baik dalam pernikahan yang sah, fasid, maupun dalam kasus
wathi’ syubhah, anak tetap memperoleh hak-haknya, termasuk status sosial,
warisan, dan perlindungan hukum.

Kata kunci: Penishatan, nasab anak, ayah biologis



ABSTRACT

The lack of public understanding of the importance of legal protection for
children from birth is a problem that needs attention. Legal and social problems
arise when determining the nasab of children born in a fasid marriage to their
biological father. As happened in the cases of the decision to determine the origin
of the child, where the applicant requested the correction of the child’s birth
certificate, the child’s birth certificate only listed the mother’s name. In addition,
there is a legal relationship between the father and the child such as maintenance,
inheritance and guardianship. The purpose of this research is to describe the
consideration of the panel of judges in determining the case of the child’s nasab to
his biological father in a fasid marriage at the Malili Religious Court and to find
out what is the benefit of determining the child’s nasab to his biological father in a
fasid marriage at the Malil Religious Court.

The research method used is normative juridical (qualitative) with data
collection techniques using interviews and documentation so that the data analysis
technique uses normative juridical methods. The result of this study is the
consideration of the Panel of Judges in determining the case of the origin of the
child’s nasab to the Biological Father of Fasid Marriage at the Malili Religious
Court involves three main aspects. Juridical aspects, philosophical aspects and
sociological aspects. And the benefits of determining the child’s nasab to the
biological father in the Malili Religious Court are: protecting the rights of children,
maintaining clarity of lineage, and ensuring justice in society. Through the
establishment of valid nasab, whether in a valid marriage, fasid, or in the case of
wathi’ syubhah, the child still obtains his rights, including social status,
inheritance, and legal protection.

Keywords: Penalization, child’s nasab, biological father
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Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang
berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang
kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung
(darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu,
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami
bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang
(berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian, sesungguhnya
kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari
Kiamat akan dibangkitkan. (Qs. Al-Mu’minun:12-16)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa
asing ke dalam bahasa indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal

penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988
No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai

berikut:

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf

Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
‘ Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
< Ba b Be
@ Ta t Te
& ia 5 es titik di atas
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Jim J Je
ha h ha titik di bawah
kha kh ka dan ha
dal d De
zal 5 zet titik di atas
Ra r Er
zal Z Zet
Sin S Es
syin sy es dan ye
sad s es titik di bawah
dad d de titik di bawah
ta t te titik di bawah
za z zet titik di bawah
‘ain koma terbalik di atas
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¢ gain ge
o Fa ef
J gaf ki
3 kaf ka
J lam el
¢ mim Em
0 nun en
s wau we
A ha ha
. hamzah apostrof
¢ ya ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau

rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Xiv

memotong dan vokal




Tanda Nama Huruf Latin Nama

- Fathah a a
- Kasrah i i
_ Dammah u u

Vokal tunggal bahsa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

<5 - kataba
Jud - fa‘ala
S5 -zukira

<24y - Yyazhabu
Jo  -suila
2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan
Nama Gabungan huruf Nama
Huruf
/ - -
S Fathah dan ya ai adani
SR Fathah dan wau au adanu

XV




Contoh:

S - kaifa
Js» - haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf
Harkat dan
Nama dan Nama
Huruf
Tanda
il Fathah dan alif atau
.. bl A a dan garis di atas
ya

S Kasroh dan ya I I dan garis di atas
97 Dammah dan waw U u dan garis di atas

Contoh:
Js - qala
& - rama
U - qila
Js&; - vyaqilu
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D. Tamarbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatkah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat / arakat sukun, transliterasinya

adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

JubYl is,, - raudatul al-atfal

raudatu al-atfal

5yl dzydll - al-Madinah al-Munawwarah

al-Madinatul Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

L, -rabbana
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Jy  -nazzala
A - al-birr
e -nulima

=+ -al-hajju

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J ' namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh

huruf gamariyah.

1)

2)

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu
huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyah. Kata sandang yang diikuti
olen  huruf  gamariyah  ditransliterasikan  sesuai  dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah  dari  kata yang  mengikuti dan  dihubungkan

dengan tanda sambung.

Contoh:

J - ar-rajulu
el - asy-syamsu

XViil



@AJ‘ - al-badi'u

) - as-sayyidatu
o - al-galamu
IO - al-jalalu

G. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan
dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

<ysl = umirtu

J - kala

2) Hamzah ditengah:
Sods B - takhuziina
RPVLgE - takultina

3) Hamzah di akhir:

s -syaiun

¢sdl -an-nauu

XiX



H. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan

kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

S s o Ol - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin.
- Wa innallaha lahuwa khairur-raziqgin.

Olsely LS 1gdgus - Fa aufii al-kaila wa al-mizana.
- Fa aufu al-kaila wal-mizana.

e, 3 Lo ot - Bismillahi majréha'l wa mursaha.

ol = A e & - Wa lillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti

manistata‘a ilaihi sabila.
Yo 4! tUa;MJ\ o - Wa lillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti

manistata‘a ilaihi sabila.

I.  Huruf kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:
Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

XX



ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.
Contoh:

Jowy Ve bs 5 = Wa ma Muhammadun illa rasiil.

Sle 35 @ ) w2 9 < gl O — Inna awwala baitin wudia lin-nasi

lillaz1 Bi Bakkata mubarakan.

Ol as Jil ddl Ol g - Syahru Ramadana al-lazi unzila fihi
al-Quranu.
Okl 380L oy Adly - Wa lagad raahu bil-ufugil-mubini.
el O e - Al-hamdu lillahi rabbil-‘dlamina

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak digunakan.

Contoh:
ip g A e - Nasrum minallahi wa fathun garib.
PSS A - Lillahi al-amru jamtan.
- Lillahil amru jam1'an.
ks s o2 S - Wallahu bikulli syaiin ‘alimun.
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J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.

UNISSULA
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang yang hidup di dunia pasti ingin memiliki anak dalam
kehidupan rumah tangga mereka. Anak adalah sebuah anugerah penyambung
keturunan dimana keturunan yang sah diakui oleh masyarakat, negara dan
agama. Anak-anak yang dididik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak-
anak yang soleh maupun solehah bukan saja menjadi buah hati, akan tetapi
juga memberikan tambahan kebijakan di akhirat.

Menurut hukum islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang
harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu
tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dianggap “fasid” yang berarti rusak
atau tidak sah. Terkait hal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan No 1
tahun 1974 mengatur sahnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan di
Indonesia diatur oleh lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama
(KUA) bagi mereka yang menikah menurut agama Islam dan Kantor Sipil
bagi mereka yang menikah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.?

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan (UUP) telah diatur

ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu “(1)Perkawinan yang sah

! Nurul Hidayah, “Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam
(Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg),” Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 13, no.
1 (2023): 104-16.

2 Dwi Trisnawati Erina, Nurwati, and Puji Sulistyaningsih, “Analisis Yuridis Penetapan
Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor
571/Pdt.P/2021/PA.Mkd),” BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL 2, no. 4 (2023): 147—
59.



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu
(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”® Dengan ini berarti bahwa meskipun perkawinan harus sesuai
dengan agama setiap orang tidak cukup untuk membuatnya sah secara hukum
di negara tersebut. Akibatnya, perkawinan juga harus dicatat dalam undang-
undang yang berlaku.

Istilah "nasab™ digunakan dalam literatur figh untuk menggambarkan
ide tentang anak atau keturunan. “Nasab” mengacu pada garis keturunan.
Dengan mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah, Islam menganut sistem yang
disebut sebagai bilateral atau parental. Selanjutnya, ulama figh meningkatkan
kecenderungannya untuk patrilineal. Sehubungan dengan ini, seorang anak
mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), tetapi hubungan
nasab dengan bapak lebih penting daripada dengan ibu. Salah satu makna
utama dari nasab adalah hubungannya dengan sisi bapak, yang erat kaitannya
dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.*

Berbicara status anak yang terlibat dalam hukum keluarga adalah anak
yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan (pernikahan). Dalam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi yakni “Anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah.” Sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan (pernikahan) diatur

3 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(tim permata press, n.d.).

4 Annisa Alvi and N U R Rohmah, “Perspektif Hukum Islam ( Studi Pandangan Tokoh
Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF
.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI,” Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.



dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 (1) “Anak yang
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.®

Dalam kenyataan bahwa anak yang tidak memiliki status hukum
ayahnya sering mengalami kesulitan dan penderitaan dalam berbagai hal,
seperti ketidakjelasan status ayahnya saat akta kelahiran dan kartu keluarga
dibuat, tidak dipenuhinya nafkah oleh ayahnya, tidak memperoleh hak
kewarisan atas ayah dan keluarganya, dan dianggap sebagai "anak haram"
oleh masyarakat, antara lain. Dengan demikian, akan terasa tidak adil jika
anak yang dilahirkan dengan cara yang sama dengan anak lain kehilangan
beberapa hak dan terbebani oleh kesalahan yang dilakukan orang tuanya.®

Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah disebabkan
dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara
diantaranya seperti zina, perselingkuhan atau perkosaan ini tidak akan
memperoleh hak apapun dari pihak ayah. Akibatnya, anak yang lahir diluar
pernikahan harus menanggung akibat hukum dari orang tua yang tidak terikat
dalam suatu pernikahan yakni anak-anak yang tidak memiliki status hukum

ataupun anak tidak resmi.’

5 Press, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

® Roma Riyo, “Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab
Syafi’i,” JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam 2,
no. 1 (2021): 47.

" Alvi and Rohmah, “Perspektif Hukum Islam ( Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan
Madukara Kabupaten Banjarnegara ) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K . H .
SAIFUDDIN ZUHRL.”



Berkaitan status nasab anak menurut ketentuan figih, dalam kitab figh
islam wa adillatuhu, Prof. D. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tiga alasan
mengapa ayah menentukan nasab anak. Pertama, para fugoha sepakat bahwa
suami dan istri yang menikah harus memiliki nasab anak jika pernikahan
mereka sah. Kedua, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang fasid
(rusak), yaitu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan
yang diatur dalam syariat islam ini harus dipisahkan dari nasab mereka.
Ketiga, Wathi’ syubhat ialah hubungan senggama yang tidak termasuk zina
tetapi juga tidak dalam rangka perkawinan yang sah atau fasid. Seperti halnya
seorang suami menggauli seorang Wanita di tempat tidurnya akan tetapi
ternyata Wanita tersebut itu bukan istrinya.®

Dalam kasus perkara ini terkait dengan asal usul anak dari kelahiran
sah maupun tidak sah, yang belum diatur secara tegas dalam hukum,
memerlukan pertimbangan yang cermat dalam proses peradilan guna
memberikan kepastian hukum mengenai status asal-usul anak tersebut.
Namun, proses ini tidak sederhana, karena terdapat prosedur khusus yang
harus diikuti oleh pihak-pihak terkait. Proses tersebut dimulai dari tahapan
pernikahan, yang mencakup perjalanan hubungan antara ibu kandung dan
suaminya hingga kelahiran anak. Setelah itu, orang tua dapat mengajukan
permohonan penetapan status asal-usul anak ke Pengadilan. Dalam hal ini,

riwayat perkawinan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, 2011.



pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan apakah permohonan
tersebut akan dikabulkan atau dicabut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Malili,
terdapat sejumlah perkara yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak,
penulis menemukan bahwa terdapat 5 putusan penetapan yang telah
dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Data tersebut mencerminkan bagaimana
pengadilan menangani kasus-kasus terkait status hukum anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Adapun putusan-putusannya
sebagai berikut:

1. Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MlII

2. Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.MII

3. Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.MII

4. Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MII

5. 'Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
perlindungan Hukum bagi anak sejak lahir menjadi masalah yang perlu
mendapat perhatian. Permasalahan hukum dan sosial muncul saat
menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid kepada ayah
biologisnya. Seperti yang terjadi dalam kasus-kasus pekara putusan
penetapan asal usul anak, di mana pemohon meminta perbaikan akta
kelahiran anak, dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama
ibunya. Selain itu timbulnya hubungan hukum antara ayah dan anak tersebut

seperti nafkah, waris dan perwalian. Hal ini disebabkan anak tersebut lahir



1.2.

1.3.

sebelum pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dan mengeksplorasi masalah tersebut
dalam skripsi ini yang diberi judul ANALISIS YURIDIS PENISBATAN
NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Putusan Pengadilan Agama

Malili di Sulawesi Selatan)

Rumusan Masalah
Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi

diatas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan.® Dari

beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

1.2.1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara
nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid di
Pengadilan Agama Malili?

1.2.2. Apa maslahat dari penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya

dalam perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut:
1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya :

® Lulvwatul Hikmah, “PRAKTIK PENISBATAN ANAK PERSPEKTIF

FENOMENOLOGI DAN KESADARAN HUKUM (Studi Kasus Di Kelurahan Mangkang Wetan
Kecamatan Tugu Kota Semarang),” Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga 13, no. 1
(2023): 1-128.



1.3.1.1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim dalam
menetapkan perkara nasab anak kepada ayah biologisnya
terhadap perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili?

1.3.1.2. Untuk megetahui apa yang menjadi maslahat dari penetapan
nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid
di Pengadilan Agama Malili?

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah
pengetahuan dan kesadaran tentang kemaslahatan yang
mempengaruhi penisbatan nasab anak kepada ayah biologis
perkawinan fasid. Dan penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan sumber referensi dalam hukum keluarga
islam, khususnya berkaitan dengan penisbatan nasab anak
kepada ayah biologis perkawinan fasid dalam perspektif
maslahat.

1.3.2.2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum
memecahkan masalah hukum perdata, khususnya yang
berkaitan dengan permohonan asal usul anak. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi
bagi masyarakat yang menghadapi masalah tentang

penisbatan status anak yang berasal dari perkawinan fasid



dalam perspektif maslahat dan dapat dijadikan bahan

inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan literatur Pustaka. Penulis
mencantumkan beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Nurul Hidayah, tahun 2023, Mahasiswi Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “PENETAPAN NASAB ANAK
LUAR NIKAH OLEH HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis
Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg)”. Dalam skripsi ini membahas tentang
nasab anak tidak dapat dibawa ke ayahnya kecuali bernasab kepada ibunya,
seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
9/Pdt.P/2022/PA. Karena para ulama setuju bahwa penetapan nasab anak
kepada ayahnya hanya dapat dilakukan melalui pernikahan yang sah, bukan
melalui hubungan badan secara syubhat atau pernikahan yang fasid.
Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak yang melakukan zina tidak
dapat dinasabkan dengan ayahnya. Dalam keputusan hakim nomor
9/Pdt.P/2022/PA.Pbg, hakim menyatakan bahwa Undang-undang nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 5 hingga 8 Undang- undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa

"anak berhak mengetahui orang tuanya”, yang berarti anak berhak untuk



mengetahui tentang siapa orang tuanya dan tentang bagaimana mereka
berasal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melakukan
analisis literatur figih dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul skripsi
ini.10

Skripsi Hilda Arizza, tahun 2024, Mahasiswi dari Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul “PENETAPAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI STATUS ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRRI FASID (Studi Perbandingan Penetapan Nomor
456/Pdt.P/2021/PA.Smd. dengan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml)”. Dalam
Skripsi ini dijelaskan tentang anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri akan
memiliki status yang tidak jelas karena konsekuensi dari pernikahan sirri.
Untuk menentukan status anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri
orang tuanya, pengadilan agama dapat meminta asal usul anak. Namun,
menurut fikih, status nasab anak pada ayahnya dapat disebabkan oleh
pernikahan yang fasid. Namun, pada kenyataannya, ada dua penetapan,
Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA
Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml, yang berkaitan dengan
pernikahan sirri fasid. Namun, karena pertimbangan yang diambil oleh hakim
saat menetapkan, amar penetapan berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memberikan penjelasan dan analisis tentang perbedaan pendapat hakim dan

akibat hukum yang ditimbulkan pada penetapan kedua tersebut. Jenis

10 Hidayah, “Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam (Analisis
Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA .Pbg).”



penelitian yang digunakan studi yuridis normatif ini menggunakan
pendekatan case (pendekatan kasus), statute (pendekatan undang-undang),
conceptual (pendekatan konseptual), dan comparative (pendekatan
komparatif).1!

Skripsi Annisa Alvi Nur Rohmah, tahun 2022, Mahasiswi Universitas
Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul
“Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam
(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara)”. Dengan pernyataan yang keras, agama Islam melarang zina
dan bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Hasil dari
perzinaan dapat berdampak pada anak yang dikandung oleh orang tua yang
menelantarkan anaknya dan memberikannya kepada orang lain untuk
menjadi orang tua kandungnya. Namun, hal ini akan melanggar syariat Islam
karena akan menyebabkan ketidaksamaan di mana nasab anak akan dirubah
ke orang tua angkat daripada orang tua kandung. Karena itu, tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tokoh agama di
Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara melihat penisbatan anak zina
kepada orangtua angkat dan bagaimana hukum islam melihat masalah ini.
Jenis penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode

yang digunakan yuridis sosiologis.!?

11 hilda Arizza, “Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil

Perkawinan Sirri Fasid (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan
Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.),” 2024, 1-23.

12 Alvi and Rohmah, “Perspektif Hukum Islam ( Studi Pandangan Tokoh Agama

Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K. H.
SAIFUDDIN ZUHRL.”
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Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, ditemukan
persamaan yakni tentang penisbatan nasab anak. Sedangkan perbedaanya
terletak pada subjek penelitian dimana penelitian lebih fokus pada
pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara nasab anak kepada
ayah biologis dalam perkawinan fasid dan putusan pengadilan agama malili
dalam perspektif maslahat dengan kasus tersebut memberikan perlindungan

hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau rusak.®

1.5. Metode Penelitian
1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah yuridis
normatif (kualitatif). Penelitian yuridis normatif merupakan jenis
penelitian yang berfokus pada penerapan kaidah atau norma dalam
hukum positif. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis
normatif karena penelitian ini berfokus pada penetapan asal usul anak
di Pengadilan Agama Malili sebagai objek penelitian.* Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis
putusan pengadilan berdasarkan norma hukum Islam yang berlaku
mengenai nasab anak kepada ayah biologis. Penulis juga menerapkan
pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan data dari

pengalaman di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara secara

13 Sholahuddin Algowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di
Bawah Tangan,” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 1-133.

14 Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis
Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” Smart Law Journal 2, no. 2
(2023): 114-23.
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1.5.2.

onlein dengan pihak terkait, yaitu hakim yang menangani kasus
tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi
mendalam mengenai kronologi peristiwa, motivasi para pihak, serta
pandangan mereka terhadap kasus yang diteliti.
Sumber Data
Sebelum menguraikan sumber data, penulis terlebih dahulu
menguraikan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Sumber
data yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini adalah bahan
hukum primer dan sekunder.
1.5.2.1. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan perolehan data
melalui wawancara dari objek yang diteliti dan informasi
lainnya.'® Pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu bahan
hukum yang mengikat berupa salinan putusan-putusan
penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan fasid di
Pengadilan Agama Malili.
1.5.2.2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan perolehan data dari
data primer, sebagai tambahan untuk memperoleh data atau

informasi untuk seputar jawaban permasalahan dalam

15 Dkk Mohammad Noviani Ardi, Pedoman Penulisan Skripsi, 2022.

12



penelitian ini. Dengan demikian, juga dikenal dengan studi
kualitatif atau studi dokumen pada umumnya digunakan
peneliti  yang mengambil sumber dari membaca,
mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat
catatan dari buku literatur, jurnal, Kompilasi Hukum Islam,
peraturan perundang-undangan, wawancara hakim dan karya
ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti
menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan
dokumentasi sebagai berikut:
1.5.3.1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (interviewe) yang memberi jawaban atas
pertanyaan itu.'® Peneliti akan melakukan wawancara secara
via onlein dengan hakim di Pengadilan Agama Malili yang
menangani perkara tersebut.
1.5.3.2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data

yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari

16 M.A Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 2021.
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berbagai jenis dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat
berupa dokumen tertulis, seperti laporan, catatan, atau arsip,
maupun dokumen berbentuk rekaman, seperti video
atau foto.}” Dengan ini penulis memanfaatkan catatan, buku-
buku, artikel dan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.
1.5.4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
berpikir deduktif. Analisis berpikir deduktif yaitu proses pendekatan
yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena
(teort) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu

peristiwa.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka berpikir
sebagaimana tersebut di atas untuk menganalisa bagaimana penerapan
aturan hukum terkait penisbatan nasab anak kepada ayah biologis
perkawinan fasid dalam perspektif maslahat di Pengadilan Agama

Malili.

1.6. Penegasan Istilah
Untuk memudahkan memahami istilah yang muncul dalam penelitian
ini, perlu penjelasan agar tidak menimbulkan makna yang ambigu, yakni
terkait makna dari “Analisis yuridis” adalah studi yang dilakukan secara

hukum atau dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, penulis akan

17 Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar.
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1.7.

menyelidiki dan menganalisis masalah hukum yang terkait dengan nasab
anak yang dilahirkan dalam perkawinan fasid.*®

Mengenai “Penisbatan Nasab Anak” adalah penentuan atau pengaitan
hubungan keturunan seorang anak dengan ayah biologisnya, karena nasab
merujuk pada hubungan keturunan. Kemudian “Ayah Biologis” adalah
seorang pria yang memberikan kontribusi genetik melalui hubungan biologis
atau fisik yang secara genetik menjadi ayah dari anak tersebut.®

Sedangkan yang dimaksud kalimat “Perkawinan Fasid” dalam hukum
islam adalah perkawinan tidak sah atau cacat karena tidak memenuhi syarat
dan rukun perkawinan yang sah.?® Dan maslahat dapat diartikan sebagai
segala bentuk usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan, kenyamanan, dan kebahagiaan, baik bagi individu maupun

masyarakat secara luas.

Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis
dan mudah dipahami, penulis akan membagi isi skripsi ke dalam lima bab.
Setiap bab akan dilengkapi dengan beberapa subbab yang dirancang untuk
mendukung alur pembahasan secara terstruktur. Adapun sistematika

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

18 Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.”
19 Alvi and Rohmah, “Perspektif Hukum Islam ( Studi Pandangan Tokoh Agama

Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K. H.
SAIFUDDIN ZUHRI.”

20 Ulfa Ripatul Pirdaus, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis

Putusan Nomor 11/PDT.P/2019/PA.BJR),” Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
GUNUNG DJATI BANDUNG, 2021, 1-21.
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BAB | Pendahuluan
Pada bab satu ini menguraikan mengenai latar belakang
permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan
penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (literature review),
metode penelitian, penegasan istilah dan rancangan sistematika
penulisan skripsi.
BAB Il Nasab Anak dalam Perkawinan Fasid Hukum Islam dan Hukum
Positif Indonesia
Pada bab dua ini penulis membahas tentang kerangka teori yang
terbagi menjadi tiga subbab yaitu: Sub yang pertama nasab anak
dalam islam yang mencakup: pengertian nasab, alasan hubungan
nasab dan penentuan hubungan nasab. Sub yang kedua mengacu
pada hukum positif. Dan sub yang ketiga tentang maslahat dalam
islam yang mencakup pengertian, dasar-dasar, macam-macam dan
maslahat sebagai sumber-islam.
BAB Ill Penisbatan Nasab Anak kepada Ayah Biologis di Pengadilan Agama
Malili
Pada bab tiga ini dijelaskan sekilas Pengadilan Agama Malili,
pertimbangan Majelis Hakim pada penetapan asal usul anak di
Pengadilan Agama Malili dan Maslahat penetapan Nasab Anak
kepada Ayah biologis di Pengadilan Agama Malili.
BAB IV Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Nasab Anak kepada

Ayah biologisnya dalam Perkawinan Fasid
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Pada bab empat ini menjelaskan tentang Analisa peneliti
terhadap penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya dalam
perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili, landasan hukum yang
menjadi dasar pertimbangan hakim dan analisa hukum Islam
mengenai dampak dari menasabkan anak kepada ayah biologis
perkawinan fasid dalam Perspektif Maslahat.

BAB V Penutup

Pada bab lima ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil

pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian

yang telah dilakukan.
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BAB 11
NASAB ANAK DALAM PERKAWINAN FASID HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1. Perkawinan Fasid

Dari segi keabsahannya, perkawinan dalam Islam dapat dikategorikan
ke dalam dua jenis utama, yaitu perkawinan sahih dan perkawinan
fasid/batil. Perkawinan sahih merupakan perkawinan yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di mana seluruh rukun dan syaratnya
telah terpenuhi, seperti adanya ijab dan gabul, wali yang sah, dua saksi yang
adil, serta mahar yang jelas. Sebaliknya, perkawinan fasid atau batil adalah
perkawinan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat dan
rukunnya, sehingga tidak sah menurut hukum Islam. Perkawinan fasid masih
memiliki' konsekuensi hukum. tertentu dan dalam beberapa kasus dapat
diperbaiki, sementara perkawinan batil dianggap tidak sah sejak awal dan

tidak memiliki akibat hukum dalam Islam.?

Adapun beberapa definisi perkawinan fasid antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah perkawinan fasid adalah perkawinan
yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksananya,

tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya.

21 Dr Hj. Iffah Muzammil, FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam), 2019.
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2. Menurut ulama Malikiyah perkawinan fasid adalah perkawinan
yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun nikah.

3. Menurut ulama Syafi’iyah perkawinan fasid adalah perkawinan
yang rusak syaratnya.

4. Menurut ulama Hanabilah perkawinan fasid adalah perkawinan
yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun. Mayoritas ulama
berpendapat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara
pernikahan yang rusak (fasid) dan pernikahan yang batil.
Keduanya sama-sama dianggap tidak sah dalam hukum Islam
karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.
Macam-macamnya adalah: nikah tanpa saksi, nikah kontrak,
menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, dan lain-

lain,?2

Dengan demikian perkawinan fasid merupakan perkawinan yang
tidak memenuhi seluruh syarat sah yang ditetapkan dalam hukum Islam,
sehingga statusnya dianggap tidak sah. Kekurangan atau kecacatan dalam
pernikahan ini baru dapat diketahui setelah akad nikah berlangsung, sehingga

menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat diakui secara hukum syar’i.

2.2. Syarat dan Rukun Perkawinan??

Beikut syarat perkawinan antara lain:

1. Akad Nikah

22 Muzammil.
23 prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 2014.
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2. Laki-laki dan Perempuan yang Nikah
3. Wali dalam Perkawinan
4. Saksi

5. Mahar

Berikut rukun perkawinan antara lain:

1. Calon mempelai laki-laki

2. Calon mempelai perempuan

3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan
perkawinan

4. Dua orang saksi

5. ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh

suami

2.3. Nasab Anak Menurut Hukum Islam
2.3.1. Pengertian Nasab
Kata nasab secara etimologis berasal dari bahasa Arab dengan
akar kata nasaba, yang memiliki arti hubungan atau keturunan.
Bentuk turunan dari kata ini, seperti nasaban atau nasaba-yansibu-
nasaban, sering digunakan untuk merujuk pada kerabat atau garis
keturunan seseorang. Dalam pengertian ini, nasab tidak hanya

berbicara tentang silsilah keluarga, tetapi juga mencakup aspek-aspek
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yang menunjukkan hubungan seseorang dengan keluarganya, baik
sebagai individu maupun dalam konteks kelompok yang lebih luas.?

Dalam terminologi fikih, nasab memiliki makna yang lebih
spesifik, yaitu ikatan yang muncul dari hubungan darah. Hubungan ini
dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu hubungan
vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal mencakup garis
keturunan langsung, seperti orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya
ke atas, sementara hubungan horizontal mencakup kerabat sejajar,
seperti saudara kandung, paman, bibi, atau sepupu.?

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa nasab merupakan
landasan yang kuat dalam membangun hubungan kekerabatan,
didasarkan pada kesatuan darah atau pandangan bahwa setiap individu
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari individu lain dalam garis
keturunan. Sebagai contoh, seorang anak dipandang sebagai bagian
dari ayahnya, dan seorang ayah dianggap sebagai bagian dari
kakeknya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki hubungan
serumpun dalam nasab adalah individu-individu yang terhubung
melalui pertalian darah yang sama, menunjukkan kesinambungan
hubungan keluarga melalui jalur keturunan. Pertalian nasab menjadi
salah satu bentuk ikatan keluarga yang paling kuat dan kokoh, yang

tidak mudah diputuskan oleh apa pun. Melalui nasab, manusia

24 Rizki Kurniawan and Habibi Al Amin, “Syafi’iyyah Figih Legal Reason In Determining
The Status Of Children Result Of Affairs,” Magasid 12, no. 2 (2023): 73-87.
2 Kurniawan and Al Amin.
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memiliki identitas yang jelas dan posisi yang pasti dalam keluarganya.
Selain itu, nasab juga memainkan peran penting dalam menjaga
silaturahmi, menunaikan hak dan kewajiban antaranggota keluarga,
serta membangun masyarakat yang harmonis. Dengan demikian,
nasab bukan hanya sekadar aspek biologis, tetapi juga menjadi simbol
kehormatan dan tanggung jawab yang harus dijaga oleh setiap
individu.?®

Berdasarkan dari definisi diatas yang telah dijelaskan, dapat
disimpulkan bahwa nasab adalah hubungan darah yang terjalin antara
satu individu dengan individu lainnya, baik dalam jarak hubungan
yang jauh maupun dekat. Namun, dalam konteks literatur hukum
Islam, istilah -nasab lebih sering merujuk pada hubungan keluarga
yang sangat dekat, yaitu ikatan antara anak dengan kedua orang
tuanya, terutama dengan ayah sebagai kepala keluarga. Dengan
hubungan ini memiliki peran penting dalam struktur keluarga, karena
menjadi dasar bagi berbagai hak dan kewajiban dalam kehidupan
sosial maupun keagamaan. Allah swt telah menganugerahkan nasab
sebagai salah satu nikmat yang besar kepada manusia, yang berfungsi
untuk menjaga harmoni dan kesinambungan dalam keluarga. Dalam
Al-Qur’an, istilah nasab disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam
Surah Al-Furgan ayat 54, Surah As-Saffat ayat 158, dan Surah Al-

Mu’minun ayat 101.

2 Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.
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“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air
(mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu

mempunyai) keturunan dan musaharah (persemendaan).
Tuhanmu adalah Mahakuasa”. (Qs.Al-Furgan: 54).
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“Mereka menjadikan (hubungan) nasab antara Dia dan
jin. Sungguh, jin benar-benar telah mengetahui bahwa

mereka (kaum musyrik) pasti akan diseret (ke neraka)”.
(Qs. As-Saffat: 158).

0r ~<o.
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”Apabila sangkakal;iditiup, pada hari itu (hari Kiamat)

tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan

tidak (pula) mereka saling bertanya”. (Qs. Al-

Mu’minun: 101).

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna kata
nasab mencerminkan kedekatan hubungan antara satu individu
dengan individu lainnya. Nasab atau keturunan merujuk pada ikatan
yang menjelaskan asal-usul seseorang melalui pertalian darah. Dalam
Islam, pernikahan disyariatkan untuk menetapkan keturunan dengan
jelas, sehingga anak yang lahir melalui pernikahan yang sah memiliki
status hukum yang pasti, yaitu memiliki ayah dan ibu yang sah.
Namun, jika seorang anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka
statusnya menjadi tidak jelas, karena anak tersebut hanya diakui
memiliki ibu, tetapi tidak secara hukum memiliki ayah.

Dalam hukum Islam, hubungan suami istri yang sah merupakan

dasar untuk menetapkan hubungan nasab antara ayah dan anak.

Namun, dalam kasus tertentu, hubungan nasab ini juga dapat diakui
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melalui mekanisme lain, seperti pengakuan ayah atau bukti yang kuat,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Oleh karena
itu, meskipun nasab kepada ibu bersifat langsung dan otomatis,
penetapan nasab kepada ayah memerlukan pembuktian dan keabsahan
yang lebih kompleks. Kedua bentuk nasab ini memiliki peran penting
dalam menentukan identitas anak dan hak-haknya, seperti hak waris,
tanggung jawab nafkah, serta kedudukan dalam keluarga dan
masyarakat. Pentingnya memahami konsep nasab ini mencerminkan
perhatian Islam terhadap keadilan, kehormatan, dan perlindungan hak
setiap individu sejak lahir.?’
2.3.2. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Para ulama sepakat bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya
ditentukan oleh adanya proses kehamilan yang terjadi akibat
hubungan biologis antara seorang wanita dan pria. Hubungan tersebut
dapat berlangsung dalam  berbagai konteks, baik melalui ikatan
pernikahan yang sah secara hukum dan agama maupun melalui
hubungan di luar pernikahan yang tidak sesuai dengan norma-norma
agama dan sosial. Hal ini mencakup hubungan gelap, perselingkuhan,
maupun perzinaan. Meskipun demikian, dalam pandangan hukum
Islam, hubungan nasab ini tidak terputus meskipun cara kehamilan

terjadi melalui jalan yang dilarang, karena status nasab antara anak

27 Sabilal Rosyad, Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar
Perkawinan, ed. Moh. Nasrudin, PT. Nasya (Pekalongan, 2018).
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dan ibunya merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan.?® Dengan
demikian, penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya tidak hanya
bergantung pada kelahiran, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa
faktor penting yang meliputi berbagai aspek hukum, sosial, dan
agama, di antaranya adalah:
a. Pernikahan yang sah
Para fugaha sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari
rahim seorang wanita melalui pernikahan yang sah atau sesuai
dengan ketentuan syariat, nasabnya secara hukum dan agama
disandarkan kepada suami dari wanita tersebut. Sesuai dengan

hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

PR
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Artinya: “Telah berkata kepada kami Adam, telah
berkata kepada kami Syu'bah, telah ber kata kepada
kami Muhammad bin Ziyad berkata: "Aku
mendengar Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:
'‘Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu

suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak
mendapatkan batu (hukuman).”

Dengan kata lain, hubungan pernikahan yang valid menjadi
dasar utama dalam menentukan keterikatan nasab antara seorang

anak dengan ayahnya. Penetapan atau penentuan nasab melalui

28 HM Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Edisi Keti, 2016.
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hubungan perkawinan yang sah harus memenuhi sejumlah syarat

tertentu yang telah ditetapkan, baik menurut hukum agama maupun

aturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah

sebagai berikut:

1)

2)

Para ulama figh sepakat bahwa seorang suami yang telah
mencapai usia baligh dianggap memiliki potensi biologis
untuk menghasilkan keturunan. Hal ini didasarkan pada
pemahaman bahwa salah satu syarat dalam menetapkan nasab
adalah kemampuan seorang pria untuk melakukan hubungan
badan secara normal. Oleh karena itu, nasab seorang anak
tidak dapat dikaitkan dengan seorang pria yang mengalami
ketidakmampuan  biologis,  seperti  ketidakmampuan
melakukan hubungan badan atau ketiadaan alat kelamin,
kecuali jika kondisi tersebut dapat disembuhkan melalui upaya
medis atau pengobatan tertentu.

Anak yang lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut
pandangan ulama Hanafiyyah, dianggap sebagai hasil dari
hubungan yang sah antara suami dan istri, meskipun ada
pendapat yang menganggapnya sebagai kemungkinan dari
hubungan yang tidak sah, seperti yang diterima oleh Jumhur
ulama. Sementara itu, anak yang lahir kurang dari enam bulan
setelah akad nikah, baik menurut mayoritas ulama maupun

pandangan lainnya, sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak
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3)

dapat dihubungkan atau dinasabkan kepada ayahnya,
mengingat waktu kelahiran yang terlalu cepat untuk dapat
diterima sebagai hasil dari perkawinan yang sah menurut
ketentuan syariat.

Menurut para ulama, suami istri harus bertemu setelah akad
nikah, yang merupakan salah satu syarat yang disepakati
dalam menetapkan nasab anak. Namun, ulama berbeda
pandangan dalam menafsirkan makna 'bertemu’ tersebut,
apakah yang dimaksud adalah pertemuan yang bersifat aktual
atau sekadar perkiraan. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah,
yang menjadi syarat utama adalah adanya pertemuan yang bisa
diterima secara logika dan perkiraan semata. Dengan kata lain,
jika menurut logika ada kemungkinan pertemuan antara suami
dan istri, maka anak yang lahir lebih dari enam bulan setelah
akad bisa dinasabkan kepada suami. Namun, pandangan ini
berbeda dengan pendapat ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan
Hanabilah, yang menolak teori perkiraan tersebut. Mereka
berpendapat bahwa pertemuan yang dimaksud haruslah
pertemuan yang nyata dan tampak, baik secara fisik maupun
sesuai dengan kebiasaan adat, serta harus ada hubungan
senggama yang terjalin. Alasan mereka adalah bahwa suatu
hukum harus dibangun atas dasar sesuatu yang jelas, tampak,

dan sering terjadi, bukan sesuatu yang langka atau hanya
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berdasarkan perkiraan. Oleh karena itu, jika tidak ada
kemungkinan pertemuan nyata antara suami dan istri, maka
anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan kepada suami.
Pendapat ini dianggap lebih kuat karena sejalan dengan

prinsip-prinsip syariat dan akal sehat.?®

Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya berhak
atas nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab hanya dapat terjadi
karena kelahiran yang berasal dari hubungan yang sah dan tidak

dilarang. Dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 5.
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Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang
adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak
mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada
dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT
memerintahkan orang Muslim untuk hanya menasabkan seorang
anak kepada bapaknya dan ibunya, karena anak itu berasal dari
tulang sulbi bapaknya dan kemudian dilahirkan dan dikandung

oleh ibunya. Semua orang yang beragama Islam wajib mengikuti

2 Kurniawan and Al Amin, “Syafi’iyyah Figih Legal Reason In Determining The Status
Of Children Result Of Affairs.”
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hukum Allah SWT tentang menasabkan anak kepada orang tuanya.
Sebaliknya, menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang
tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi hukum yang dibuat oleh
manusia sendiri, sehingga haram. Nasab ditetapkan antara anak dan
ayah berdasarkan pernikahan sah, fasid, hubungan senggama
syubhat, dan hubungan antara anak dan ibu kandung berdasarkan
kehamilan dan kelahiran, sedangkan perzinaan itu tindak pidana
(jarimah) dengan sama  sekali tidak layak  untuk
mendapatkan balasan nikmat.*® Dan kemudian dalam hadist Nabi

Muhammad SAW bersabda:
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Artinya: “Barang siapa penisbatan dirinya kepada
selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui
bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka
diharamkan baginya surga (HR.Bukhori Muslim)”

b. Pernikahan Fasid
Penentuan hubungan nasab bagi anak yang lahir dari

pernikahan yang dianggap fasid memiliki prinsip yang serupa

dengan penetapan nasab dalam pernikahan yang sah. Dalam

30 |rfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam.
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konteks pernikahan fasid, terdapat tiga syarat utama yang harus

dipenuhi untuk menetapkan nasab anak tersebut, yaitu:

1) Seorang suami dinilai memiliki kemampuan untuk menghamili
istrinya apabila telah mencapai usia baligh.

2) Melakukan hubungan badan secara nyata, baik melalui proses
khalwat maupun dukhul.

3) Anak yang lahir setelah enam bulan atau lebih terhitung sejak
terjadinya hubungan badan (dukhul) dan pertemuan yang

memungkinkan terjadinya hubungan tersebut (khalwat).

Menurut pandangan Madzhab Malikiyah dan Madzhab
Syafi'iyyah, seorang suami dianggap memenuhi syarat apabila
telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk
menghamili “istrinya. Dengan demikian, menurut Madzhab
Hanafiyah dan Madzhab Hanabilah selain harus baligh suami juga
dapat berstatus murahiq (mendekati usia baligh). Selain dengan
persyaratan tersebut suami juga harus berada dalam kondisi
kesehatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan pada istrinya.
Dengan kata lain, ia tidak boleh memiliki gangguan atau penyakit
yang dapat menghambat proses kehamilan, dalam hal ini seperti
kelainan pada alat reproduksi atau kondisi kemandulan yang secara

medis menghalangi terjadinya pembuahan.3!

31 Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.
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Berdasarkan pandangan Madzhab Malikiyah, penetapan
nasab anak dalam pernikahan fasid mensyaratkan telah terjadinya
hubungan badan (dukhul) antara pasangan tersebut. Jika setelah
pernikahan fasid tidak terjadi hubungan badan atau bahkan tidak
ada momen berduaan (khalwat), maka suami tidak dapat dikaitkan
sebagai ayah biologis anak tersebut. Madzhab Malikiyah
berpendapat bahwa khalwat dalam pernikahan fasid diperlakukan
serupa dengan hukum dalam pernikahan yang sah, karena terdapat
kemungkinan terjadinya hubungan suami istri. Namun demikian,
berbeda dengan pandangan Madzhab Malikiyah, ulama dari
Mazhab Hanafiyyah hanya mengakui dukhul sebagai dasar
penetapan nasab anak. 1a tidak menganggap cukup adanya khalwat
dalam pernikahan fasid untuk menetapkan hubungan nasab, karena
khalwat dalam kondisi pernikahan yang cacat tidak memberikan
adanya legitimasi - untuk terjadinya hubungan badan secara
hukum.??

c¢. Nasab anak dari hubungan senggama syuhbat

Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan
dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah
syubhat dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya

ketidakjelasan dalam peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan

32 Indra Halim, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari
6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif HukumlIslam,” Jurnal Tana Mana
1, no. 1 (2020).
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Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan
ketidakjelasan. Yang dimaksud dengan senggama syuhbat adalah
Hubungan yang terjadi tidak berasal dari ikatan perkawinan yang
sah menurut hukum atau agama, maupun dari tindakan zina yang
disengaja. Senggama syubhat dapat terjadi akibat adanya
kesalahpahaman atau informasi yang tidak akurat, yang
menyebabkan seseorang keliru dalam memahami status hubungan
atau kondisi tertentu. Misalnya seorang pria sebelumnya tidak
dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita
di kamarnya lalu disenggamainya, akan tetapi terbukti kemudian
bahwa wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya. Jika syuhbat
tersebut menghasilkan anak maka nasab anak tersebut ditetapkan
pada laki-laki yang melakukan syuhbat dengan catatan jarak antara
kejadian syuhbat dengan kelahiran anak itu lebih dari enam bulan.
Dan jika kurang dari-enam bulan maka anak tersebut tidak
dinasabkan pada laki-laki yang melakukan syuhbat. Artinya, ada
kemungkinan bahwa perempuan tersebut pernah berhubungan
badan dengan laki-laki lain sebelum kejadian syuhbat. Namun jika
lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya,
maka nasab anak itu bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi ia

telah menggauli wanita tersebut sebelum kejadian itu.®

3 M Jamil, “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16,
no. 1 (2016): 123-30.
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2.3.3. Penentuan Hubungan Nasab

Penentuan hubungan nasab dapat ditentukan melalui iqrar.
Pengakuan nasab atau igrar berbeda dengan adopsi, karena
menentukan dan menjelaskan nasab seseorang tidak hanya
menumbuhkan atau membuat nasab baru. Igrar nasab harus dilakukan
bersamaan dengan pengajuan terhadap hakim, meskipun tidak dapat
dilakukan secara mandiri.>*

Menurut Madzhab Hanafiyyah, orang yang tidak mengetahui
adanya ayah di tempat kelahirannya disebut sebagai orang yang tidak
mengetahui nasabnya. Namun, anak yang dilahirkan dalam sumpah
li'an tidak diterima oleh para ulama. Pengakuan harus berdasarkan
alasan. Orangyang diakui garis keturunannya masuk akal. Misalnya,
seorang pria berusia 20 tahun mengakui putranya yang berusia 10
tahun sebagai putranya; menurut Hanafiyyah, pengakuan ini tidak
boleh diterima karena seorang anak tidak dapat dilahirkan dari
seorang wanita yang belum baligh dan mereka percaya bahwa usia
baligh adalah dua belas tahun. Selain itu, jika perbuatan nasab
dilakukan oleh dua orang, nasab tidak dapat ditentukan karena
dua igrar berbeda.®

Seorang anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah

persetubuhan badan yang sah atau lebih dari empat tahun sejak

3 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Sinar Grafika, 2022).
% Indra Halim and Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan,”
Jurnal Tana Mana 1, no. 1 (2020): 1-16.
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berkumpulnya suami istri dianggap sebagai anak zina dalam
pandangan Syafi'iyyah. Nasabnya tidak dinisbatkan kepada ayahnya
secara dzohir maupun batin. Menurut Al-Imam Syafi'i, anak yang
dilahirkan karena perzinaan dianggap sebagai ajnabiyah (sama sekali
tidak dinisbatkan dan memiliki hak terhadap ayah biologinya). Jika
anaknya perempuan, ayahnya tidak diwajibkan untuk menikahinya,
dan jika anaknya perempuan, ayahnya bukanlah
mahram bagi anaknya.®

Adapun penentuan nasab juga mempengaruhi keluarga dan
masyarakat secara keseluruhan maka, setiap anggota masyarakat
harus ~merefleksikannya sehingga nasab menjadi jelas karena
berkaitan dengan susunan keluarga termasuk hukum keluarga dan
hukum waris yang mengatur hak nasab, perwalian, dan pewarisan
keturunan. Penetapan nasab seorang anak dari ayahnya harus
didasarkan pada salah satu dari tiga hal berikut:
1. Adanya pernikahan yang sah atau rusak.

Hal ini dapat dilihat Pernikahan baik yang sah maupun rusak
menjadi salah satu dasar dalam penetapan hubungan nasab. Proses
penetapan nasab dilakukan secara realistis, tanpa memandang
waktu pelaksanaan pernikahan tersebut. Dalam kasus pernikahan

yang tidak sesuai dengan aturan hukum formal seperti pernikahan

% Kurniawan and Al Amin, “Syafi’iyyah Figih Legal Reason In Determining The Status
Of Children Result Of Affairs.”
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yang dilakukan melalui akad tanpa melibatkan pihak pencatat
resmi, nasab seorang anak tetap dapat ditetapkan.
. Menetapkan nasab melalui pengakuan.

Dengan kata lain, jika seseorang mengakui bahwa anaknya
tersebut adalah anak kandungnya maka anak tersebut dapat
memperoleh nasab yang diakui tersebut. Secara keseluruhan dari
setelah itu, pengakuan ini memengaruhi ikatan yang dimiliki anak
dengan pria yang dia terima serta ikatan yang dimilikinya dengan
anggota keluarga lainnya. Misalkan isteri ayahnya menjadi ibunya,
anak ayahnya menjadi saudaranya, saudara ayahnya menjadi
pamannya dan seterusnya.

. Metode pembuktian.

Ini terjadi ketika seseorang mengaku memiliki nasab dengan
orang lain akan tetapi orang yang diakui itu tidak mau
mengakuinya. Dalam hal ini, pthak pertama yang mengaku harus
membuktikannya dengan menggunakan prinsip pembuktian
lengkap, yaitu dengan membawa 2 (dua) saksi laki-laki atau 1
(satu) saksi laki-laki bersama dengan 2 (dua) saksi perempuan yang
semuanya memiliki sifat adil. Dan bilamana keterangan bukti fakta
ini benar maka anak yang telah diakui memiliki hubungan nasab

dengan orang yang mengaku sehingga dia memiliki hak yang sama
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seperti anak lain yang memiliki hubungan nasab dengan ayah

kandungnya.®’

2.4. Nasab Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia
2.4.1. Kompilasi Hukum Islam3®

Dalam konteks hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan
yang sah sesuai syariat Islam. Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak
yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat hubungan
perkawinan yang sah. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai masa
kehamilan minimum (enam bulan) dan maksimum (empat tahun)
untuk menentukan status sah anak. Anak yang lahir kurang dari enam
bulan setelah perkawinan dianggap tidak memiliki hubungan nasab
dengan ayahnya, kecuali ada pembuktian fain yang sah. Dalam Islam,
anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu
kandungnya, sesuai dengan prinsip syariat yang tegas dalam menjaga
keabsahan nasab.

Pengaturan nasab anak dalam hukum positif Indonesia juga
memiliki implikasi penting dalam berbagai aspek hukum lainnya,
seperti pewarisan, pengangkatan anak, dan hak atas identitas. Dalam

hal pewarisan, anak sah memiliki hak waris penuh dari kedua orang

3" Deni Purnama and Dhiauddin Tanjung, “Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan
Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata
Sosial 12, no. 1 (2024): 41-52.

38 Press, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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tuanya, sedangkan hak waris anak luar nikah lebih terbatas dan
biasanya hanya dari pihak ibu. Anak luar nikah juga memiliki hak
untuk diakui dan didaftarkan sebagai anak sah melalui mekanisme
hukum tertentu, seperti pengesahan anak (legitimasi) atau pengakuan
ayah biologis.

Dengan adanya berbagai pengaturan ini, hukum positif
Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil
kepada anak, tanpa mengabaikan norma-norma agama, budaya, dan
sosial yang berlaku. Meski begitu, tantangan dalam harmonisasi
antara hukum negara dan hukum agama tetap menjadi isu penting
yang memerlukan perhatian, terutama dalam praktik di lapangan.
Pengaturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang
konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak, baik yang
lahir dalam perkawinan sah maupun luar nikah, mendapatkan hak-
haknya secara adil sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Ini juga
sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Ayat 1:
"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarganya”. Namun, ini bertentangan
dengan undang-undang Indonesia yang berlaku, dalam pasal 42

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Anak
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yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah."
Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
“anak yang sah adalah:
a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.
b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan

oleh istri tersebut”

Pasal 250 Burgerlijk Wetboek Bagian ke satu tentang anak-
anak, menyatakan: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan
sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum
perdata Barat, yang menganggap anak yang lahir dalam perkawinan
yang sah, bahkan jika pembuahan terjadi sebelum akad nikah sebagai
alasan untuk kehamilan.

Dalam hal ini jelas bahwa ketika hukum positif Indonesia
menetapkan status hukum anak, mereka tidak mempertimbangkan
apakah anak yang dilahirkan di luar nikah (anak hasil zina) lahir dalam
perkawinan yang sah. Hal ini mirip dengan gagasan bahwa anak yang
lahir dari pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat oleh
pejabat pemerintah juga dianggap sebagai anak yang tidak sah. Itu

adalah pandangan hukum yang positif.
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2.4.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010
terhadap Nasab Anak di Luar Pernikahan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 ini
menjadi salah satu keputusan penting yang menandai perubahan
signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait
status hukum anak di luar nikah.

Dalam hukum di Indonesia, pernikahan tidak hanya sekadar
pelaksanaan ajaran agama, tetapi juga memiliki dimensi hubungan
perdata. Dengan kata lain, pernikahan mengandung dua aspek penting
yang harus diperhatikan: pertama, sebagai bentuk ibadah yang
pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan agama (materiil); kedua,
sebagai hubungan hukum yang harus memenuhi norma hukum yang
berlaku agar mendapatkan pengakuan dan legalitas secara formal.
Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar
ikatan pernikahan tidak mendapatkan perlindungan hukum karena
tindakan mereka dianggap melanggar aturan yang berlaku. Sebagai
konsekuensi hukum, hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh
tidak diakui atau dilindungi oleh hukum. Hal ini merupakan
konsekuensi logis dan dapat diterima secara hukum atas pelanggaran

yang dilakukan.*

% Asep Lukman Daris Salam, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010,” As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga
Islam 1, no. 1 (2023): 35-60.
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Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 46/PUU-
VI11/2010, telah memberikan pengaruh besar dalam pengakuan
identitas anak di luar nikah. Dalam putusan ini, menyatakan bahwa
anak yang lahir di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan
hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah
biologisnya, asalkan terdapat bukti yang valid tentang hubungan darah
di antara mereka. Keputusan ini membawa perubahan signifikan
dalam sistem hukum, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi
hak-hak anak di luar nikah, termasuk pengakuan identitas, hak waris,
dan pengakuan dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, putusan
Ini jJuga menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya mengenai
dampaknya terhadap norma sosial dan upaya pencegahan perzinahan.
Beberapa pihak khawatir bahwa pengakuan hubungan keperdataan ini
dapat dianggap sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku yang
melanggar nilai-nilai agama dan moral. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan komprehensif yang tidak hanya melindungi hak anak,

tetapi juga tetap menjaga norma-norma sosial yang ada.*°

40 Eunike Loist Hutasoit et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia;

Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010 Dan Hukum Islam,”
Jurisprudensi: Jurnal limu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam 16, no. 2 (2024): 1—

18.
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2.5. Maslahat dalam Islam
2.5.1. Pengertian Maslahat

Menurut bahasa, kata maslahat merujuk pada makna manfaat
dan kebaikan, sementara mursalat berarti sesuatu yang tidak terikat
atau bebas. Secara istilah, maslahat mengacu pada kemaslahatan yang
tidak secara eksplisit diatur oleh Syariat dalam penetapan hukum,
serta tidak ada dalil yang secara tegas memerintahkan untuk
menggunakannya atau menolaknya. Pada hakekatnya, maslahat
memiliki dua sisi utama yaitu: sisi positif yang berfokus pada upaya
mewujudkan - kebaikan, serta sisi negatif yang bertujuan untuk
menghindari kerusakan atau mencegah timbulnya bahaya.*!

Menurut Imam Malik, sebagimana disimpulkan oleh al-Syathibi
al- maslahat adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Syari’
namun tidak ada kesaksian secara khusus dari nash.*?

Menurut Imam- Al-Ghazali maslahat adalah upaya untuk
menjaga dan melestarikan tujuan utama dari hukum Islam. Tujuan ini
mencakup lima aspek mendasar yang harus dilindungi yaitu agama,
kehidupan manusia, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap tindakan
atau kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung
kelima aspek ini disebut sebagai maslahat. Sebaliknya hal-hal yang

dapat merusak, mengancam, atau menghilangkan kelima tujuan

41 Suwarjin, Ushul Figh, ed. Muhammad Dahlan & Poniman, pertama, 2012.

42 M.H.1 : Dr. H. Muhammad Taufig, Lc., AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM
ISLAM Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi, ed. M.A Abdul Rahim, PUSTAKA
EG, 2022.
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tersebut disebut mafsadat. Oleh karena itu, segala usaha untuk

mencegah atau menolak mafsadat juga dianggap sebagai bagian dari

maslahat, karena ia turut berperan dalam menjaga keharmonisan dan

keseimbangan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.*?

2.5.2. Dasar-dasar Maslahat

2.3.2.1. Menurut jumhur ulama bahwa maslahah mursalah tidak dapat

dijadikan sebagai dasar hukum. Pendapat ini didasarkan pada

beberapa argumen, di antaranya:

a)

b)

Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum Syariat yang
sepenuhnya mencakup kebutuhan kemaslahatan hamba-
Nya. Tidak ada satu pun kemaslahatan yang dilupakan
atau diabaikan oleh Allah SWT tanpa menetapkan
hukumnya. Menggunakan maslahah mursalah sebagai
pedoman dianggap seolah-olah menuduh Allah SWT
telah mengabaikan sebagian kemaslahatan hamba-Nya,
dan pandangan semacam ini jelas bertentangan dengan
ketentuan yang telah ditegaskan dalam Nash.

Maslahah mursalah berada di posisi tengah antara
maslahah ~ mu’tabarah  dan  maslahah  mulghah.
Menyamakan maslahah mursalah dengan maslahah
mu’tabarah tidak selalu lebih tepat dibandingkan

menyamakannya dengan maslahah mulghah. Oleh karena

43hj. Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali” 18, no. 1 (2020): 118-28.
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itu, sifatnya yang tidak jelas membuatnya tidak layak
dijadikan sebagai dasar hukum.

Menjadikan maslahah mursalah sebagai dasar dalam
berpotensi membuka peluang bagi orang-orang yang tidak
memiliki pemahaman mendalam tentang hukum untuk
menetapkan aturan berdasarkan hawa nafsu semata,
bahkan untuk mendukung kepentingan pribadi atau

kepentingan penguasa.

2.3.2.2. Imam Malik berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat

dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Syariat.

Pendapat ini juga didukung oleh Imam Haramain. Mereka

mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

a)

b)

Bahwa teks-teks syariat secara tegas menunjukkan bahwa
tujuan utama dari penetapan hukum-hukum Syariat adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
Oleh karena itu, berdasar dengan maslahah mursalah
dianggap sejalan dengan karakteristik Syariat, prinsip-
prinsip dasar yang melandasinya, serta tujuan utama dari
pensyariatannya.

Kemaslahatan manusia serta sarana untuk mencapai
kemaslahatan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring
dengan perbedaan tempat, situasi, dan zaman. Jika Kita

hanya terpaku pada kemaslahatan yang telah ditentukan
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secara tegas dalam Nash, maka hal ini akan membatasi
ruang lingkup yang telah Allah SWT jadikan luas untuk
hamba-Nya. Selain itu, pendekatan semacam ini juga
berpotensi mengabaikan berbagai kemaslahatan penting
yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman,
sehingga tidak selaras dengan prinsip-prinsip umum
Syariat yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan
kebaikan bagi umat manusia.

c) Para mujtahid dari kalangan sahabat serta generasi
setelahnya seringkali melakukan ijtihad yang didasarkan
pada pertimbangan maslahah, dan tidak ada satu pun dari
mereka yang menyatakan keberatan terhadap hal tersebut.
Oleh karena itu, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk
ijma’ atau kesepakatan bersama di kalangan para ulama.

2.3.2.3. Menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa hanya maslahah
dharuriyah yang dapat dijadikan sebagai dasar atau dalil
dalam penetapan hukum. Sementara itu, maslahah hajiyah dan
maslahah tahsiniyah tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan
landasan hukum menurut pandangannya.**
2.5.3. Macam-macam Maslahah

Dalam segi pandangan syara’ maslahah dibagi menjadi tiga
yaitu:

4 Suwarjin, Ushul Figh.
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1.

Maslahah mu’tabarah adalah kemaslahatan yang telah didukung
dan disahkan oleh Syariat serta dijadikan sebagai dasar dalam
penetapan hukum.

Maslahah mulghah merujuk pada kemaslahatan yang ditolak oleh
Syariat di mana Allah SWT menetapkan kemaslahatan lain yang
lebih sesuai sebagai penggantinya.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang belum diatur atau
diakomodir dalam Nash dan ijma’, dan tidak ada nash atau ijma’
yang secara tegas melarang atau memerintahkan untuk

menerimanya sebagai dasar hukum.

Berdasarkan tingkatan, maslahah dibagi kedalam tiga tingkatan

yaitu:

1.

Maslahah dharuriyah adalah segala hal yang menjadi pokok dan
dasar dalam kehidupan manusia, yang keberadaannya sangat
diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemaslahatan
mereka.

Maslahah hajiyah merujuk pada hal-hal yang sangat dibutuhkan
manusia untuk mengurangi kesulitan hidup serta mengatasi
berbagai hambatan yang mengganggu kesejahteraan mereka.
Maslahah tahsiniyah mencakup tindakan atau sifat-sifat yang
berkaitan dengan peningkatan akhlak mulia, serta upaya

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam

45



bidang ibadah, adat, dan muamalah, dengan tujuan memperbaiki
kualitas kehidupan sosial dan spiritual.*®
2.5.4. Maslahat sebagai Sumber Hukum Islam
Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai
kedudukan maslahat sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.
Berpegang pada maslahat sebagai salah satu sumber hukum islam
dalam proses tasyri' berpotensi membuka celah bagi individu-individu
yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi, terutama
di kalangan sebagian ahli hukum dan fugaha. Hal ini dapat
menyebabkan penetapan hukum yang tidak objektif dan sesuai dengan
keinginan pribadi. Maslahat sebagai acuan dalam pembentukan
hukum dinilai dapat memicu terjadinya perbedaan pendapat dan
ketidaksepakatan dalam penarikan kesimpulan hukum, terutama
karena perbedaan kondisi sosial, zaman, dan tempat yang
melatarbelakangi  pandangan tentang kemaslahatan tersebut.
Mashlahah al-mursalah dianggap mengandung dua unsur yang
kontradiktif, yaitu unsur yang dapat diterima atau yang ditolak oleh
Syariat, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya agar tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.*

4 Suwarjin.
4 : Dr. H. Muhammad Taufig, Lc., AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM
ISLAM Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi.
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BAB |11
PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS DI

PENGADILAN AGAMA MALILI

3.1. Profil Pengadilan Agama Malili
3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Malili

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
hingga 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan 86 Pengadilan Baru di
empat lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan
Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada
22 Oktober 2018 resmi dibentuk Pengadilan Agama Malili yang
diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya, masyarakat
mencari keadilan di wilayah Kabupaten Luwu Timur mendaftarkan
perkara mereka ke Pengadilan Agama Masamba di Luwu Utara.
Namun, sejak 23 Oktober 2019, masyarakat di Kabupaten Luwu Timur
yang ingin mengajukan perkara perceraian atau perkara lainnya yang
berkaitan dengan hukum Islam tidak perlu lagi pergi ke Masamba,
melainkan cukup mengunjungi Pengadilan Agama Malili. Pada awal
operasionalnya, Pengadilan Agama Malili dipimpin oleh Wakil Ketua
Mahyuddin, S.HI., M.H., dengan satu majelis yang terdiri dari tiga
hakim, termasuk dirinya. Struktur organisasi Pengadilan Agama Malili
terdiri dari dua bidang utama, yakni Kepaniteraan dan Kesekretariatan,
masing-masing dikelola oleh Panitera dan Sekretaris. Setelah

beroperasi selama sembilan bulan, tepatnya pada Juni, Mahyuddin,
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S.HI., M.H., dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Malili,
sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Mun'amah, yang sebelumnya
menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Parepare. Setelah tiga
tahun berjalan, pada 1 November 2021, Pengadilan Agama Malili resmi
pindah ke gedung baru yang beralamat di JI. A. Hasan Opu Tohatta No.
1, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.*’

3.1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malili
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Gambar 1.1. Struktur Jabatan Pengadilan Agama Malili

47 “Sejarah  Pengadilan Agama Malili,” n.d., https://pa-malili.go.id/tentang-

pengadilan/sejarah-pengadilan., diakses pada 1 Januari 2025.
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3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili*®
3.1.3.1. VISI
“Mewujudkan Pengadilan Agama Malili yang Agung”
3.1.3.2. MISI
1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya
Ringan Dan Transparan;
2. Melaksanakan - Tertib Administrasi Dan Manajemen
Peradilan Yang Efektif Dan Efisien Serta Modern;
3. Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana
Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;
3.1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
Malili*®
3.1.4.1. Tugas Pokok
Pengadilan  Agama Malili menjalankan fungsinya
untuk ~ memiliki - kewenangan menerima, memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 1
ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman
dinyatakan sebagai lembaga independen yang bertugas
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

guna mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.

48 “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Malili,” n.d., https://pa-malili.go.id/tentang-
pengadilan/visi-dan-misi., diakses pada 1 Januari 2025.

49 “Tugas, Fungsi Dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili,” n.d., https://pa-
malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi., diakses pada 1 Januari 2025.
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Adapun tugas Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU
Nomor 7 Tahun 1989 (dengan perubahan UU Nomor 3
Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009). Tugas utama
Peradilan Agama Malili mencakup berbagai bidang,
termasuk perkara perkawinan (seperti izin nikah, cerai talak,
cerai gugat, itsbat nikah, harta bersama, dispensasi nikah, dan
pembatalan nikah), ekonomi syariah (meliputi sengketa bank
syariah, bisnis syariah, asuransi syariah, reksadana syariah,
dan obligasi syariah), waris (sengketa waris dan penetapan
ahli ~waris), serta perkara lainnya seperti hibah, wakaf,
wasiat, zakat, infag, shadagah, dan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam.
3.1.4.2. Fungsi Pengadilan Agama Malili
a. Kekuasaan Kehakiman
Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada
tingkat pertama di bidang perdata khusus sesuai dengan
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU
Nomor 50 Tahun 20009.
b. Pelayanan Teknis Yustisial
Memberikan pelayanan teknis yustisial dan
administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama,

termasuk penyitaan dan eksekusi.
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. Administrasi Perkara Lanjutan

Menyediakan pelayanan administrasi untuk perkara
banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi
peradilan lainnya.
. Administrasi Umum

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada
seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
. Keterangan dan Nasihat Hukum Islam

Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di
wilayah hukumnya apabila diminta.
. Pembagian Harta Peninggalan

Melayani permohonan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar pihak beragama Islam.
. Waarmerking Akta Keahliwarisan

Melakukan  waarmerking (pengesahan) akta
keahliwarisan untuk keperluan pengambilan deposito,
tabungan, dan sejenisnya.
. Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum

Menyelenggarakan  penyuluhan  hukum  dan
memberikan pertimbangan hukum agama kepada

masyarakat.
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I. Pelayanan Penelitian dan Pengawasan
Memberikan pelayanan untuk riset atau penelitian
serta melakukan pengawasan terhadap advokat atau
penasihat hukum.
J. Pelayanan Lainnya
Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lain yang
relevan dengan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.
3.1.4.3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili
Pengadilan Agama Malili berada di wilayah hukum
Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan
letak geografis di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan
dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu
Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di
sebelah utara dan timur, Provinsi Sulawesi Tenggara di
sebelah selatan, serta Kabupaten Luwu Utara di sebelah
barat. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa sehari-
hari oleh masyarakat di wilayah ini. Kabupaten Luwu Timur
merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara,
yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2003 pada 25 Februari 2003. Ibu kotanya Malili, terletak di
ujung utara Teluk Bone dan berfungsi sebagai pusat

pemerintahan kabupaten.
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Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terbagi
menjadi 11 kecamatan, masing-masing dengan karakteristik
khusus. Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu (regional
pelayanan kesehatan), Kecamatan Tomoni, Kecamatan
Tomoni Timur (regional pertanian), Kecamatan Angkona,
Kecamatan Malili (regional administratif), Kecamatan
Towuti, Kecamatan Nuha (regional pertambangan),
Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana (regional
perdagangan), dan Kecamatan Kalaena. Dengan hal ini
merupakan wilayah-wilayah yang membentuk struktur
administratif Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili
sebagal pusat administratif menjadi lokasi strategis untuk
pemerintahan dan pengelolaan wilayah hukum, termasuk
keberadaan Pengadilan Agama Malili yang melayani

masyarakat setempat.
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3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Kepada
Ayah Biologis Perkawinan Fasid
3.2.1. Pelaksanaan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak
3.2.1.1. Kasus Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MI11*°
a) Duduk Perkara

Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan pada 11 Februari 2021 di Jalan Yabi No. 8
(Sumasang 3) Desa Sorowako, Kecamatan Nuha,
Kabupaten Luwu Timur. Pernikahan tersebut dilakukan
secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA). Pada saat menikah Pemohon | berstatus
perjaka sedangkan Pemohon Il berstatus perawan. Dalam
pelaksanaan pernikahan, wali nikah Pemohon Il adalah
ayah angkatnya bernama MD. Kemudian penghulu yang
memimpin - pernikahan tersebut adalah Imam Desa
setempat bernama N dan dihadiri dua orang saksi, yaitu J

dan AP.
Pemohon | dan Pemohon Il memiliki seorang anak
perempuan yang bernama NAA lahir pada 17 Mei 2021,
namun hingga saat ini anak tersebut belum memiliki akta
kelahiran. Upaya untuk pembuatan akta kelahiran ditolak

oleh instansi berwenang karena Pemohon tidak dapat

50 «“putusan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MIlL,” n.d.
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menyediakan bukti tertulis yang diperlukan. Oleh karena
itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul
anak sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.
b) Pertimbangan Hukum

Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan dengan tujuan memperoleh penetapan hukum
atas status anak kandung mereka untuk keperluan
administrasi kependudukan. Dalam proses pemeriksaan,
para pemohon menyertakan bukti berupa dokumen tertulis
dan keterangan saksi. Dokumen seperti fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Pemohon | dan Pemohon 11 telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah sesuai
ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai dan Pasal 285 RBg. Selain itu, keterangan
saksi juga dinilai sah secara hukum karena para saksi telah
memenuhi syarat usia, memberikan keterangan di bawah
sumpah dan tidak termasuk pihak yang dilarang
memberikan kesaksian.

Dari hasil pemeriksaan pengadilan menemukan
bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah
pada 11 Februari 2021 secara sah menurut hukum Islam.

Namun, pernikahan tersebut tidak dilaporkan kepada
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pejabat berwenang sehingga tidak tercatat secara
administrasi. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak
bernama NAA pada 17 Mei 2021 di Kabupaten Luwu
Timur. Fakta lain yang ditemukan adalah tidak ada pihak
lain yang mengklaim sebagai orang tua anak tersebut, dan
kelahirannya belum tercatat di instansi berwenang karena
tidak memenuhi persyaratan administratif.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, pengadilan
menyimpulkan bahwa para pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan ini. Seluruh bukti
yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil dan
materiil, sehingga permohonan penetapan asal-usul anak
dianggap beralasan untuk dikabulkan.

c) Amar Penetapan

Berdasarkan analisis kasus dan berbagai
pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Hakim
memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan
yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon I1. Hakim juga
menetapkan bahwa anak yang dimohonkan penetapannya
dinyatakan sebagai anak sah yang dilakukan oleh Pemohon
| dan Pemohon Il dan memerintahkan untuk melaporkan

peristiwa kelahiran anak kepada Dinas Kependudukan dan
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Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan
penerbitan akta kelahiran.
3.2.1.2. Kasus perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.MI11°!
a) Duduk perkara

Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan pada hari Rabu, 12 April 2023. Pernikahan
tersebut tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama
(KUA), Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan
Akta Nikah. Saat pernikahan berlangsung Pemohon |
berstatus perjaka, sedangkan Pemohon Il berstatus
perawan. Pernikahan ini sah secara agama dan hukum,
dengan wali nikah adalah ayah Pemohon 11, disaksikan oleh
T dan | serta penghulu A. Mahar yang diberikan berupa
cincin emas 2 gram dan seperangkat alat salat. Dari
pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai seorang anak
berinisial P, lahir pada 22 Agustus 2023. Namun, anak
tersebut belum memiliki akta kelahiran karena Pemohon
tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yang
memadai saat mengajukan permohonan. Untuk melengkapi
administrasi Pemohon meminta Pengadilan Agama Malili
menetapkan bahwa anak berinisial P adalah anak sah dari

keturunan langsung seorang ayah yaitu Pemohon |

51 “putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.MIl,” n.d.

57



sedangkan Pemohon Il adalah ibu kandungnya. Oleh
karena itu, para pemohon memohon penetapan asal-usul
anak kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan
harapan penetapan tersebut dapat menjadi dasar hukum
yang sah dan memberikan kepastian hukum.
b) Pertimbangan hukum

Pengadilan menyatakan bahwa bukti-bukti yang
diajukan para pemohon sudah memenuhi syarat formil dan
sah untuk digunakan. Dokumen-dokumen kependudukan
P.1, P.2, P.3, dan P.4 dinilai sebagai akta otentik yang sah.
Namun, kutipan akta nikah P.5 tidak sesuai dengan
dokumen asli, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.
Surat keterangan nikah dari kepala desa P.6 juga dianggap
tidak sah karena diterbitkan oleh pihak yang tidak
berwenang. - Sebaliknya, surat keterangan lahir P.7
dinyatakan valid karena dikeluarkan oleh bidan yang
berkompeten.

Para saksi yang dihadirkan telah memberikan
keterangan yang relevan dan saling mendukung, memperkuat
fakta bahwa anak yang lahir adalah hasil dari pernikahan sah
antara para pemohon. Namun, karena kutipan akta nikah para
pemohon berbeda dengan dokumen resmi, pengadilan
menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk

membuktikan asal usul anak.
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c) Amar penetapan

Setelah mempertimbangkan kasus dan beberapa
aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan
untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para
pemohon. Dalam keputusannya, pengadilan menetapkan
bahwa anak perempuan bernama P, yang lahir pada tanggal
22 Agustus 2023, secara hukum adalah anak sah dari
Pemohon | dan Pemohon II. Selain itu, pengadilan
menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah, tertanggal 12
April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda tidak memiliki
kekuatan hukum untuk dijadikan bukti asal usul anak
sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

3.2.1.3. Kasus Perkara Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.MII°?
a) Duduk perkara

Pasangan suami istri, yaitu Pemohon | dan
pemohon 1l telah melakukan pernikahan pada tanggal 5
Januari 2019 sesuai dengan ajaran islam, lalu dicatatkan
resmi pada 5 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah.
Dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak. Anak tersebut
memiliki akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama

ibunya (Pemohon I1). Meski telah berupaya memperbaiki

52 «“putusan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.MII,” n.d.
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dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
permohonan tersebut ditolak karena tidak dilengkapi
penetapan pengadilan. Para Pemohon mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak mereka
sebagai anak sah dari Pemohon | dan Pemohon Il guna
melengkapi akta kelahiran. Para Pemohon menegaskan
bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka, lahir
dalam pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Oleh
karena itu, mereka mengajukan permohonan penetapan
asal-usul anak ke Pengadilan Agama Malili untuk
memenuhi  persyaratan = administrasi penerbitan akta
kelahiran yang sah dan lengkap.

Dalam  sidang  terbuka, Para  Pemohon
menyampaikan bukti tertulis berupa dokumen identitas dan
akta kelahiran, serta menghadirkan dua saksi. Kedua saksi,
yang mengenal Para Pemohon secara pribadi, menegaskan
bahwa anak tersebut adalah hasil pernikahan sah mereka
dan diakui oleh masyarakat setempat.

b) Pertimbangan hukum

Dalam perkara kasus permohonan tersebut,
dijelaskan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah
secara agama pada 5 Januari 2019 di Kabupaten Luwu

Timur, dan kembali menikah secara resmi pada 5 Agustus
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2019, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Kalaena. Dari pernikahan tersebut,
mereka dikaruniai seorang anak bernama B, lahir di Luwu
Timur. Namun, Akta Kelahiran anak mereka hanya
mencantumkan nama ibunya (Pemohon II) tanpa
menyebutkan Pemohon | sebagai ayah kandung.

Para Pemohon telah mengurus perbaikan Akta
Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur, tetapi permohonan tersebut
ditolak karena kurangnya dokumen pendukung berupa
penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Para Pemohon
mengajukan  permohonan ini untuk mendapatkan
penetapan asal usul anak sebagai bukti hukum bahwa anak
yang bernama B adalah anak sah dari Pemohon | dan
Pemohon Il. Dalam persidangan, Para Pemohon
menghadirkan bukti tertulis, termasuk fotokopi KTP, Kartu
Keluarga, Kutipan Akta Nikah, serta Akta Kelahiran anak.
Mereka juga mengajukan dua saksi yang memberikan
kesaksian di bawah sumpah bahwa anak yang bernama B
adalah anak dari kedua Pemohon, lahir dalam pernikahan
yang sah, dan fakta ini diketahui oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan, Para

Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malili
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untuk menetapkan bahwa anak yang bernama B adalah
anak sah mereka. Selain itu, mereka juga meminta agar
biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
dibebankan kepada mereka. Jika Majelis Hakim memiliki
pandangan lain, Para Pemohon memohon agar keputusan
diberikan seadil-adilnya sesuai asas yang berlaku.
c) Amar penetapan

Berdasarkan uraian kasus dan pertimbangan hukum
yang telah dijelaskan, Majelis Hakim memutuskan untuk
mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para
Pemohon setelah mempertimbangkan seluruh fakta, bukti,
dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Dalam
putusan tersebut, ditetapkan bahwa anak bernama B, yang
lahir di Luwu Timur, secara sah adalah anak dari Pemohon
| dan Pemohon Il. Selain itu, sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, Majelis Hakim juga membebankan kepada Para
Pemohon kewajiban untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
Keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum

bagi semua pihak yang terlibat.
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3.2.1.4. Kasus Perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MI11>3
a) Duduk perkara

Pemohon | dan Pemohon Il merupakan pasangan
suami istri telah melakukan pernikahan secara agama,
namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan
Agama. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus
jejaka, sementara Pemohon Il berstatus perawan. Ayah
kandung Pemohon |1 telah bertindak sebagai wali nikah dan
imam desa setempat yang menjadi penghulu. Pernikahan
tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi, Ahmad dan
Tuami, dengan mahar berupa cincin emas seberat dua gram
dan seperangkat alat salat yang dibayarkan secara tunai.

Dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon
Il telah dikaruniai dua anak, yaitu Almeera Dita Zara dan
Alkeizar Dirga. Namun, kedua anak tersebut belum
memiliki akta kelahiran karena tidak adanya bukti tertulis
resmi yang menyatakan status pernikahan kedua orang
tuanya. Ketika Pemohon mencoba mengurus akta kelahiran
untuk anak-anak mereka, pihak yang berwenang menolak
permohonan tersebut dengan alasan ketiadaan dokumen

pendukung.

53 “putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MIl,” n.d.
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Untuk memperbaiki situasi ini, Pemohon | dan
Pemohon Il kemudian melangsungkan pernikahan ulang
yang dicatatkan secara resmi pada tanggal 25 April 2024,
sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
7324041042024011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan pernikahan resmi tersebut, Pemohon
bermaksud mengajukan permohonan asal usul anak ke
Pengadilan Agama Malili agar dapat melengkapi
persyaratan administratif pembuatan akta kelahiran bagi
kedua anak mereka.

b) Pertimbangan hukum

Dalam konteks kasus ini para pemohon I dan Il juga
memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung
dalam mengajukan permohonan ini, karena mereka adalah
orang tua kandung dari anak yang dimohonkan asal-
usulnya.  Permohonan — penetapan asal-usul anak,
Pengadilan Agama Malili menyatakan bahwa para
pemohon telah membuktikan keadaan yang mendasari
permohonan mereka, yakni dengan mengajukan bukti-
bukti yang sah dan relevan, seperti akta otentik dan
keterangan saksi. Dokumen-dokumen yang diajukan telah

memenuhi syarat formil, seperti pemateraian dan

64



kecocokan antara fotokopi dan dokumen asli. Pengadilan
juga mempertimbangkan bahwa saksi yang dihadirkan
telah memenuhi persyaratan formil dan memberikan
keterangan yang relevan dan bersesuaian.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Malili
memberikan pertimbangan bahwa anak yang dimohonkan
asal-usulnya, yaitu Almeera Dita Zara dan Alkeizar Dirga,
lahir dari ikatan perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon I, yang dilaksanakan sesuai dengan hukum
Islam. Walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat pada
instansi  berwenang, fakta bahwa para pemohon
mengajukan permohonan dan memberikan ikrar bahwa
anak-anak tersebut adalah hasil hubungan biologis mereka
memberikan dasar bagi penetapan asal-usul anak.
Pengadilan menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak
adalah untuk memberikan hak identitas yang jelas dan
memastikan hak-hak perdata anak terlindungi, yang sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak.

c) Amar penetapan

Dengan mempertimbangkan kasus dan berbagai

aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan

untuk  mengabulkan  permohonan para pemohon,
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menetapkan bahwa Almeera Dita Zara dan Alkeizar Dirga
adalah anak kandung dari Pemohon | dan Pemohon I,
sesuai dengan hukum yang berlaku. Biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3.2.2.5. Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII*
a) Duduk perkara

Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
sah  menurut ajaran agama islam. Kemudian, mereka
melakukan pernikahan lagi di Kantor Urusan Agama
(KUA), dengan proses yang dipimpin oleh Pegawai
Pencatat Nikah.

Tujuan dari permohonan penetapan asal-usul anak
ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang
mengalami kendala, karena kantor Pencatatan Sipil
meminta surat penetapan bahwa anak tersebut memang
benar anak kandung dari Pemohon. Dengan ini, Pemohon
mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar
mendapat dasar hukum yang menjadi anak sah dan

memberikan kepastian hukum.

54 «“putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MIl,” n.d.
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b) Pertimbangan hukum

Pada tanggal 21 Februari 2024, Pemohon telah
mengajukan permohonan yang tercatat di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Malili dengan nomor register perkara
24/Pdt.P/2024/PA.MII.  Permohonan tersebut diajukan
secara resmi melalui surat permohonan yang memuat dalil-
dalil yang mendasari permohonan tersebut. Saat jadwal
sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir secara
langsung di  persidangan  untuk  menyampaikan
kehadirannya. = Dalam  proses persidangan, Hakim
memberikan nasehat terkait permasalahan mengenai
penetapan asal-usul anak yang menjadi inti permohonan.
Berdasarkan nasehat tersebut, Para Pemohon memutuskan
untuk mencabut permohonan perkara yang diajukan guna
memperbaiki - dan ~ menyempurnakan  isi  surat
permohonannya.  Demi  menjaga kejelasan  dan
kelengkapan, semua hal yang tercantum dalam berita acara
sidang dianggap sebagai bagian integral yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

c) Amar penetapan

Setelah para Pemohon menerima nasehat dari

Majelis Hakim, sesuai pasal 271 ayat (1) RV yang berlaku,

Majelis Hakim mengakui dan mengabulkan permohonan
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dari Para Pemohon terkait pencabutan perkara dengan
Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII., serta menginstruksikan
kepada Panitera agar segera mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam perkara sesuai prosedur yang berlaku.
3.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak
Pertimbangan hukum dapat dikatakan sebagai inti dari suatu
putusan yang dihasilkan. oleh hakim. Dalam setiap putusan,
pertimbangan hukum mencakup analisis mendalam, argumentasi
yang logis, pendapat yang terukur, serta kesimpulan hukum yang
diambil berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang
relevan. Pertimbangan ini sebagai landasan utama bagi keputusan
yang diambil- oleh hakim, sehingga memberikan kekuatan pada
putusan tersebut. Selain itu, pertimbangan dalam suatu penetapan juga
menjadi wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat,
menjelaskan secara transparan alasan dan dasar hukum yang
mendasari pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian,
melalui pertimbangan hukum, publik dapat memahami proses
pengambilan keputusan yang dilakukan hakim secara adil dan sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam kasus perkara Permohonan Asal Usul Anak dapat
dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
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perkara ini secara jelas termasuk dalam kewenangan Peradilan
Agama. Oleh karena itu, Peradilan Agama memiliki wewenang untuk
memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang dimaksud
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah
melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur secara
tegas hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 hingga Pasal 18, disebutkan
secara rinci hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk mengetahui siapa
orang tuanya. Hak ini berkaitan erat dengan identitas dan asal-usul
anak, yang merupakan bagian penting dalam memastikan
perlindungan hukum terhadap anak serta pemenuhan kepentingan
terbaik bagi anak tersebut. Pengakuan terhadap hak ini tidak hanya
memberikan jaminan terhadap status hukum anak, tetapi juga
melindungi hak anak tersebut dalam memahami identitas keluarga dan
latar belakangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak sah
didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
dari suatu perkawinan yang sah secara hukum. Namun, apabila
ketentuan ini diartikan secara terbatas atau limitatif, maka
penerapannya berpotensi tidak selaras dengan asas kepentingan
terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip fundamental dalam

perlindungan anak. Hal ini berupaya untuk memperluas cakupan
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keadaan yang dapat menyebabkan diakuinya nasab seorang anak.
Upaya ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum secara
sistematis, memperhatikan yurisprudensi yang relevan, serta merujuk
pada pandangan dalam fikih. Pendekatan ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan yang lebih adil dan sesuai dengan
kebutuhan anak dalam konteks hukum dan moral.>®

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI11/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan = diperluas maknanya. Semula, pasal ini
menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Kketentuan ini tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika dipahami sebagai
menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan ayah
biologisnya.

Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di
luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah
biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, atau alat bukti lain yang

sah menurut hukum.

%5 Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili.
Pada Hari Jum’at, 27 Desember 2024.
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Bahwa pertimbangan utama dalam hal ini ialah mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak. Dalam prosesnya, yang diperiksa
adalah hubungan hukum antara anak dengan ibunya, serta hubungan
antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Jika tidak ada
bukti yang menunjukkan bahwa hubungan antara ibu dan laki-laki
tersebut telah melakukan perbuatan zina, maka anak tersebut dapat
dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Perlu diperhatikan, tindakan
zina hanya dapat dianggap terbukti jika telah ada putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap.®

Merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh
al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir, yang diambil alih sebagai

pertimbangan hakim,>” sebagai berikut;

sl s GF 2 315 ay 5 g O i 51 UG

Artinya: “Imam Abu Hanifah berkata, jika seseorang
menikahinya (perempuan hamil) sebelum dia
melahirkan meskipun hanya satu hari maka anak
tersebut dapat dikaitkan kepadanya”.

3.3. Maslahat Penetapan Nasab Anak Kepada Ayah Biologis Di Pengadilan
Agama Malili
Setiap anak yang lahir ke dunia memiliki posisi yang sangat penting,

baik sebagai generasi penerus ajaran ketuhanan maupun sebagai pewaris

%6 Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili.
Pada Hari Jum’at, 27 Desember 2024.
57 «Putusan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MIL.”
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masa depan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, hukum harus mampu
memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat agar tercipta sarana yang
mendukung pencapaian tujuan tersebut. Salah satu bentuk jaminan tersebut
adalah kepastian hukum mengenai hubungan anak dengan pihak yang
bertanggung jawab atas kelahirannya. Dengan adanya kepastian ini, anak
akan memiliki landasan yang kokoh untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Pendekatan ini tidak
hanya sesuai dengan asas keadilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai
kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat
yang berkeadaban.®

Bahwa penetapan nasab anak tidak selalu bergantung pada keabsahan
status perkawinan orang tua. Dalam situasi-di mana dapat dipastikan bahwa
proses yang mendahului kelahiran anak bukan merupakan tindakan ilegal,
seperti zina atau pemerkosaan, maka anak tersebut tetap memiliki hak untuk
dihubungkan secara nasab dengan ayah biologisnya. Seperti halnya kasus
anak yang lahir dari perkawinan fasid (perkawinan yang dapat dibatalkan).
Dalam konteks sosial, anak ini tetap diakui sebagai hasil dari suatu
perkawinan, meskipun perkawinan tersebut tidak sepenuhnya sah menurut
hukum. Pengakuan ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi

perkembangan psikologis dan sosial anak.>®

% : Dr. H. Muhammad Taufig, Lc., Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi
Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi.

%9 Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili.
Pada Hari Jum’at, 27 Desember 2024.
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Dari perspektif ekonomi, penetapan nasab kepada ayah biologis
membawa implikasi tanggung jawab finansial dari ayah untuk memenuhi
kebutuhan dasar anak. Hal ini memastikan bahwa anak mendapatkan
perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk hidup layak. Selain itu,
seluruh hubungan hukum yang seharusnya berlaku antara anak dan orang tua,
seperti hak waris dan kewajiban lainnya, juga tetap berlaku bagi anak
tersebut. Pendekatan ini memberikan jaminan yang lebih adil dan bermartabat
bagi anak, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.
Dalam perspektif maslahat, penetapan nasab anak kepada ayah biologis,
meskipun berasal dari perkawinan yang fasid (tidak sah), memiliki tujuan
untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, terutama bagi anak.®°

Meskipun terdapat sudut pandang yang dapat menjadi manfaat atau
kepentingan yang terbaik dalam penetapan asal-usul-anak, penetapan tersebut
tetap memerlukan pemeriksaan yang teliti dan didasarkan pada bukti yang
valid. Dalam prosesnya, Hakim wajib memeriksa semua bukti yang diajukan
secara cermat untuk memastikan keabsahan klaim terkait asal-usul anak.
Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk
kepentingan terbaik bagi anak, agar keputusan yang diambil tidak hanya
sesuai dengan hukum tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan
yang layak bagi anak yang lahir dari perkawinan yang belum memenuhi

ketentuan hukum formal.

60 Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama
Malili. Pada Hari Jum’at, 27 Desember 2024.
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BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NASAB

ANAK KEPADA AYAH BIOLOGISNYA DALAM PERKAWINAN FASID

4.1. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nasab Anak
kepada Ayah Biologis
Dalam memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak dari
perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan fasid, Hakim Pengadilan
Agama perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Secara
yuridis, hakim harus mengevaluasi keabsahan perkawinan sesuai hukum
Islam dan hukum positif Indonesia. Dari aspek sosiologis, hakim harus
menganalisis dampak sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan fasid,
seperti potensi munculnya stigma negatif, diskriminasi terhadap anak, atau
konflik ~dalam  lingkungan masyarakat. Sementara itu, aspek filosofis
menekankan pentingnya nilai-nilai dasar, kesadaran hukum, serta cita hukum
yang menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan terkait isu tersebut. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini,
diharapkan putusan dapat mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat
bagi semua pihak.
4.1.1. Aspek Yuridis
Aspek yuridis menjadi dasar utama yang harus diperhatikan
dalam menilai suatu perkara, dengan mengacu pada aturan hukum
yang berlaku. Dalam proses ini, hakim diharapkan memiliki

pemahaman mendalam terhadap undang-undang yang relevan dengan
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perkara yang diajukan. Selain itu, hakim perlu mengevaluasi apakah
penerapan undang-undang tersebut mampu mencerminkan keadilan,
memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat, serta
memastikan adanya kepastian hukum. Hal ini penting mengingat salah
satu tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan yang adil, tertib,
dan bermanfaat bagi masyarakat untuk mencapai keadilan.

Dasar hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pasal yang menjadi
rujukan yaitu pasal 42, yang menyatakan bahwa “anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan dalam Pasal
103 dan Pasal 99 huruf a mengatur sebagai berikut:

- Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran
atau alat bukti lain yang dapat diterima secara hukum.

- Jika akta kelahiran atau alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak tersedia, maka Pengadilan Agama memiliki
kewenangan untuk menerbitkan penetapan mengenai asal-usul
anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan
bukti-bukti yang valid.

- Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama sebagaimana diatur dalam ayat (2), instansi pencatatan
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kelahiran yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama
tersebut dapat menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang

bersangkutan.

Adapun Pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa “anak yang sah
adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu
perkawinan yang sah menurut hukum?”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak
dilindungi dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berikut adalah
beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut:

1) Hak Anak untuk Mengenal Orang Tuanya
Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak memiliki
hak untuk mengetahui, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tua
kandungnya sendiri”. Ketentuan ini menekankan pentingnya
hubungan anak dengan orang tua sebagai bagian dari
pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
2) Hak Anak sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 1 angka (12), disebutkan bahwa “Hak anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak-

hak ini harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak,
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termasuk keluarga dan pemerintah”. Ini mencerminkan tanggung
jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan anak.
3) Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa “Orang tua memiliki
kewajiban untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak.
Selain itu, mereka juga bertanggung jawab membantu anak
mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, serta
mencegah pernikahan pada usia anak-anak”. Hal ini bertujuan
untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dalam

lingkungan yang sehat dan mendukung.

Putusan. Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010
menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki
hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, serta dengan laki-
laki sebagai ayah biologisnya. Hubungan dengan ayah ini dapat
dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti
hukum lainnya yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk
dengan keluarga ayahnya”.

Meskipun demikian, hubungan ini bersifat terbatas pada aspek
perdata, seperti pemenuhan kebutuhan hidup, yang meliputi nafkah,
biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Selain itu, anak juga
berhak menerima harta dari ayah biologisnya melalui mekanisme

wasiat wajibah setelah ayahnya meninggal dunia. Namun, hubungan
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4.1.2.

tersebut tidak mencakup urusan nasab dan kewarisan secara penuh
dalam hukum Islam.

Pertimbangan aspek yuridis olen Majelis Hakim dalam
penetapan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Malili dinilai
sudah tepat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”.
Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan yang diajukan oleh
para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam.
Akibatnya, perkawinan tersebut dinyatakan sah, dan anak yang lahir
dari hubungan tersebut diakui sebagai anak sah menurut hukum.
Aspek Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, penetapan asal-usul anak oleh
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malili telah menunjukkan
bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan
tujuan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan
kesejahteraannya. Keputusan ini juga diambil dengan memperhatikan
bukti-bukti yang diajukan selama persidangan agar tetap sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut
mencerminkan prinsip keadilan, di mana kepentingan terbaik bagi

anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.
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Pertimbangan Hakim dalam menetapkan asal-usul anak
berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan kemaslahatan mereka.
Hal ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin
hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari
kekerasan serta diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) juga memastikan
perlindungan hukum yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum,
didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
yang mengatur hak-hak anak, khususnya Pasal 52 dan Pasal 53 yang
mengatur hak-hak anak.

Pasal 52

(1) Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang
tua, keluarga, masyarakat, serta negara demi menjamin
kesejahteraannya.

(2) Sejak lahir, setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas
dan status kewarganegaraan yang diakui secara hukum.

Pasal 53

(1) Hak anak dimulai sejak masih dalam kandungan, meliputi hak
untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan mendapatkan
peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

(2) Setelah lahir, setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas

resmi dan diakui status kewarganegaraannya oleh negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asasi manusia yang

dimiliki oleh setiap anak tidak dapat dikecualikan dalam kondisi apa
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4.1.3.

pun. Hal ini menunjukkan bahwa hak asal-usul atau nasab anak
berlaku secara universal, termasuk bagi anak yang lahir dari
perkawinan yang dianggap fasid.
Aspek Sosiologis

Dalam segi sosiologis, pertimbangan Hakim menetapkan asal-
usul anak di Pengadilan Agama Malili didasarkan pada pandangan
bahwa anak yang lahir dari perkawinan kedua pemohon, yang telah
memenuhi ketentuan syariat, berhak memiliki nasab dari kedua orang
tuanya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan hukum terhadap
hubungan keluarga untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu,
Majelis Hakim juga merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhaili,
yang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terhadap
ayah dapat ditetapkan melalui tiga kondisi: perkawinan yang sah,
perkawinan fasid, dan hubungan senggama yang terjadi karena
syubhat nikah. Pertimbangan ini bertujuan memastikan anak
mendapatkan status hukum yang jelas sesuai prinsip keadilan dan
perlindungan hak.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Malili, terkait dengan permohonan asal-usul anak dari
perkawinan fasid, mencerminkan pemenuhan aspek sosiologis dengan
berlandaskan pada prinsip kemanfaatan. Hal ini terlihat jelas dalam
upaya memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari

perkawinan kedua pemohon yang sudah sesuai dengan syariat Islam.
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Dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon sebagai
orang tua, status anak tersebut diakui secara sah dan memperoleh hak
keperdataan. Keputusan ini menunjukkan bahwa anak tersebut berhak
mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan atas hak-haknya,
yang tercermin dalam salinan Penetapan asal-usul anak yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malili. Sebagaimana diuraikan
oleh 1bn al-Qayyim dalam kitab Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad

sebagai berikut:
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Telah memiliki pandangan serupa sejak lama, karena dalam
pandangan mereka apabila anak dapat dinisbatkan dengan ibu karena

dilahirkan dari rahimnya, maka sepatutnya tidak ada halangan apabila
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seorang ayah biologis menisbatkan anak tersebut kepada dirinya,
dengan alasan dirinya yang membuahi ibunya, sepanjang ibu anak
tersebut tidak terikat perkawinan dengan siapapun serta tidak pula ada
seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung anak tersebut,
sehingga segala hak keperdataan yang melekat kepada ibunya melekat
pula kepada ayah biologisnya, dan tentu hal tersebut dinilai lebih
memberikan kebaikan kepada anak.

Penetapan asal-usul anak dalam kasus ini memberikan peluang
bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran, yang menjadi dasar
pemenuhan hak identitasnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-
Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa “Setiap anak
berhak - memiliki nama sebagai identitas diri serta status
kewarganegaraan”. Pentingnya identitas ini juga diperkuat oleh Pasal
27 ayat (1) dan (2) UU yang sama. Pasal 27 ayat (1) menyatakan
bahwa “Identitas diri- anak harus diberikan sejak kelahirannya,
sementara ayat (2) menjelaskan bahwa identitas tersebut harus dicatat
dalam akta kelahiran”. Keputusan ini tidak hanya memastikan
pengakuan hukum atas penetapan asal-usul anak, tetapi juga
menjamin hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Keberadaan akta kelahiran yang diperoleh melalui penetapan
asal-usul anak memiliki dampak hukum penting, yaitu memberikan

perlindungan terhadap hak identitas anak sekaligus memastikan
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terpenuhinya hak-hak lain yang dimilikinya. Hak-hak ini dijamin

dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: Setiap anak berhak untuk hidup,
tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari
segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap individu memiliki hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum
yang adil, termasuk perlakuan yang setara di depan hukum.
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak atas
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan yang setara demi mencapai keadilan dan persamaan
hak.

Pasal 281 ayat (1) UUD 1945: Hak-hak mendasar seperti hak
untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, kebebasan beragama,
hak atas pengakuan hukum, dan hak untuk tidak dikenai hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam situasi apa pun.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari
diskriminasi dalam bentuk apa pun dan berhak atas

perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul

penetapan nasab anak kepada ayah biologis dalam perkawinan fasid
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di Pengadilan Agama Malili melibatkan tiga aspek utama: yuridis,
filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam
memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi secara
optimal. Penekanan utama diberikan pada perlindungan serta
kesejahteraan anak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya
sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan
keadilan dan kemaslahatan bagi anak tersebut. Dengan demikian,
Pertimbangan utama menurut Majelis Hakim di Pengadilan Agama
Malili dalam kasus ini adalah memastikan kepentingan terbaik bagi
anak. Dalam prosesnya, Hakim memeriksa hubungan antara anak dan
Ibunya, serta menelusuri hubungan hukum antara sang ibu dan laki-
laki yang menghamili. Apabila tidak ada bukti yang menunjukkan
bahwa hubungan antara keduanya melibatkan perbuatan zina, maka
anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Penting
untuk diingat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan
zina jika hal tersebut telah dibuktikan melalui putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menegaskan pentingnya
perlindungan terhadap hak-hak anak dan menjaga keadilan

bagi semua pihak.

4.2. Analisa Penetapan Nasab Anak kepada Ayah Biologis Perkawinan
Fasid dalam Perspektif Maslahat
Penetapan nasab anak kepada ayah biologis dalam kasus perkawinan

fasid memiliki nilai maslahat yang sangat signifikan, baik dalam perspektif
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hukum Islam, hukum positif, maupun nilai-nilai sosial. Dalam konteks
maslahat, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik
bagi anak selalu diutamakan. Anak yang lahir dari perkawinan fasid tidak
seharusnya menanggung akibat dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya.
Penetapan nasab menjadi salah satu cara untuk melindungi hak-hak anak,
seperti hak atas identitas, pengakuan hukum, nafkah, pendidikan, kesehatan,
dan warisan, sehingga masa depan anak dapat terjamin secara hukum dan
sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, maslahat menjadi salah satu prinsip
utama dalam menentukan kebijakan atau keputusan hukum. Dengan
menetapkan nasab anak kepada ayah biologis, meskipun berasal dari
perkawinan fasid, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya untuk
menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Wahbah al-Zuhaili,
seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa nasab anak dapat dihubungkan
dengan ayah biologis melalui beberapa cara, termasuk perkawinan yang fasid,
selama tidak ada bukti hubungan zina. Langkah ini menunjukkan bahwa
hukum Islam tidak hanya memprioritaskan aspek formalitas perkawinan
tetapi juga maslahat yang lebih luas, terutama bagi anak.

Dari sisi hukum positif, penetapan nasab ini juga membawa manfaat
besar. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan
berkembang, serta dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Penetapan

nasab menjadi dasar hukum untuk memberikan anak akses terhadap hak-
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haknya, termasuk akta kelahiran, yang menjadi dokumen penting bagi
pengakuan identitas dan kewarganegaraan. Tanpa nasab yang jelas, anak
berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial

lainnya.

UNISSULA
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian ANALISI YURIDIS PENISBATAN

NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID

DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul nasab
anak kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid di Pengadilan Agama
Malili melibatkan tiga aspek utama.

Aspek pertama adalah aspek yuridis, yang menjadi dasar utama dalam
pengambilan keputusan. Pertimbangan ini merujuk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 mengenai Perkawinan. Pasal yang menjadi rujukan yaitu pasal 42,
yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah” Kompilasi Hukum
Islam, serta referensi dari kitab al-Hawi al-Kabir.

Aspek kedua adalah aspek filosofis, yang menitikberatkan pada tujuan
perlindungan dan kesejahteraan anak. Majelis Hakim memastikan bahwa
keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta yang

terungkap di persidangan.
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Aspek ketiga adalah aspek sosiologis, yang mencerminkan pentingnya
kepastian hukum bagi anak. Hal ini dilakukan dengan menetapkan nasab
anak kepada kedua orang tua sesuai syariat Islam, sehingga status anak
menjadi sah dan memperoleh hak-hak hukum yang diakui. Keputusan ini
bertujuan untuk memberikan manfaat nyata dan memastikan keadilan
bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Maslahat dari penetapan nasab anak kepada ayah biologis di Pengadilan
Agama Malili yaitu: melindungi hak-hak anak, menjaga kejelasan garis
keturunan, dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Melalui
penetapan nasab yang sah, baik dalam pernikahan yang sah, fasid,
maupun dalam kasus wathi’ syubhah, anak tetap memperoleh hak-
haknya, termasuk status sosial, warisan, dan perlindungan hukum.
Dengan demikian, penetapan nasab tidak hanya penting untuk aspek

hukum, tetapi juga bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

5.2. Saran
Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah lebih proaktif dalam
memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya
melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai prosedur perkawinan yang sah, serta memberikan pengetahuan
terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul jika aturan tersebut tidak

dipatuhi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya
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5.3.

mematuhi peraturan perkawinan demi mencegah masalah hukum

di kemudian hari.

Penutup

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai
rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan takbir, tahmid serta
syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Agung. Dalam penulisan ini penulis
sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah
merupakan tujuan kami, tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti
keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar jika
ada pepatah mengatakan “‘tidak ada gading yang tidak retak”, hal itulah yang
kini penulis alami.

Akhirat hanya kritik konstuktif dari pembaca yang kami harapkan agar
dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih
matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan
memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam
bidang hukum figh islam dan umumnya pada pembaca sekalian. Amin ya

Rabbal’alamin.
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